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 Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, menjadikan kedudukan Kepala Daerah menjadi lebih 
otonom dalam konteks hubungannya dengan lembaga legislatif. Kedua aktor 
utama inilah yang diharapkan mampu memberikan peran yang sangat besar untuk 
menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance), sehingga diperlukan 
sebuah kinerja yang baik antara ekskutif dengan legislatif.  
Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme, hambatan-hambatan, serta 
cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan 
wewenang DPRD Kabupaten Bima dalam melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan PERDA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan yuridis–sosiologis, dengan menganalisis data yang diperoleh melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan 
wewenang DPRD Kabupaten Bima dalam melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan PERDA telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan dan 
mekanisme yang berlaku, dan pengawasan perda tersebut dilakukan dengan 
mekanisme sebagai berikut: DPRD Melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, rapat 
dengar pendapat.Adapun hambatan yang sering dihadapi adalah kurangnya 
pemahaman antar anggota dewan tentang batasan-batasan dan ruang lingkup 
dalam melakukan pengawasan Perda. Langkah DPRD Kabupaten Bima untuk 
mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan cara melakukan 
penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang 
DPRD dalam melakukan pengawasan.  
Implikasi penelitian Optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang 
DPRD Kabupaten Bima dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
perda harus segera diupayakan jalan keluarnya agar dapat menjalankan 
pengawasan secara efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD Kabupaten Bima. 





A. Latar belakang masalah 
Pasca Reformasi pada tahun 1998 yang lalu, membawa perubahan-
perubahan yang mendasar dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan 
Indonesia sebagaimana terlihat pada perubahan yang hampir menyeluruh atas 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Perubahan tersebut  adalah 
pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan presiden, calon anggota DPR 
dan DPRD secara langsung oleh rakyat. Menjamurnya partai politik sejak 
dibukanya kran demokrasi pada era reformasi merupakan perkembangan yang 
sangat signifikan untuk ukuran negara yang sedang belajar berdemokrasi 
seperti Indonesia. Demokrasi merupakan tatanan politik suatu negara yang 
multi etnis dan melindungi kebebasan Individu dalam menyalurkan hak sosial 
politiknya.1 
Dalam kehidupan berdemokrasi, kedudukan dan keberadaan Hukum 
sebagai instrument sangatlah penting. Hukum dibuat berdasarkan proses 
politik dan produk yang dihasilkannya patut menjadi pedoman untuk ditaati. 
Ketika apa yang disebut itu telah terbentuk dan dipatuhi sebagai aturan, salah 
satunya prinsip yang membentuk nilai, sikap dan perilaku maka saat itulah 
proses demokrasi telah mencapai tahap konsolidasi.2 
                                                             
1Siswanto Sunarno,. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), h. 10 
2Undang-Undang Dasar Repuplik Indonesia 1945 (Agung Media Mulia), h. 15 
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Dengan paradigma seperti ini maka jalannya roda pemerintahan harus 
sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat, sesuai dalam Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) juga secara 
tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Isi dari 
Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, pemerintah 
yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. 
Dalam sisitem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan 
kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan 
DPRD pada tingkat Daerah. 
Indonesia adalah negara kesatuan yang pemerintahannya tersusun dari 
dua tingkat yaitu pemerintah pusat dan Daerah. Penggunaan asas 
desentralisasi membawa akibat terselenggaranya pemerintahan otonom dan 
tugas pembantuan di Daerah yang bersifat otonom. Disamping 
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang bersifat otonom di Daerah terdapat 
pilar pemerintah yang bersifat administratif.3 
Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan otonom dan 
penyelenggaraan pemerintahan administratif adalah Undang-Undang dasar 
1945 Pasal 18 yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas Daerah-Daerah provinsi dan atas Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah 
kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu 
mempunyai pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-undang. 
                                                             
3Siswanto Sunarno,. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, h. 10 
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Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun 
dearah-Daerah provinsi, dan Daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan 
Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan Daerah. Pemerintahan 
Daerah menjalankan otonomi seluas–luasnya untuk mengatur dan mengurus 
sendiri pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai 
dengan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah.4 
Pembentukan Daerah harus dipertimbangkan dari berbagai faktor, 
seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, 
dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan 
keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu 
dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah dan 
dibentuknya otonomi Daerah.5 
Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah. Sedangkan yang dimaksud 
dengan pemerintah Daerah menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik 
Indonesia No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah adalah, Gubernur, Bupati, 
Walikota, dan Perangkat daera sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 
                                                             
4Undang-Undan Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Permata Press), h. 8 
5Haris Syamsuddin, Desenralisasi dan Otonomi Daerah  (Lipi Press, Jakarta), h. 10 
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Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, 
adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab VI Pasal 18 ayat 2 
dan ayat 5. 
Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 
2004 bahwa antara DPRD dan pemerintah Daerah mempunyai fungsi masing-
masing, walaupun demikian bukan berarti bahwa DPRD dan Pemerintah 
Daerah berjalan sendiri-sendiri.6 
Sehubungan dengan posisi DPRD yang kuat karena berfungsi 
mengawasi jalannya pemerintahan. Tugas dan wewenang DPRD sebagai 
lembaga perwakilan rakyat yang mewadahi dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat, serta memperjuangkan tuntutan dan kepentingan masyarakat di 
Daerah sehingga pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 tahun 2009 tentang Susunan dan 
kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.7 
DPRD Kabupaten dan Kota adalah lembaga legislatif Daerah yang 
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 
                                                             
6Undang- Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
7Undang-Undang Republik Indonesia  No. 27 tahun 2009 tentang susunan dan 
kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD 
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1. Membentuk peraturan Daerah  yang dibahas dengan kepala Daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama. 
2. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan Daerah tentang APBD 
bersama dengan kepala Daerah. 
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan 
peraturan kepala Daerah, APBD.8 
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Daerah atau wakil 
kepala Daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD 
provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur bagi DPRD 
kabupaten/kota.  
5. Memilih wakil kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 
kepala Daerah.  
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah 
terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah.  
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang 
dilakukan oleh pemerintah Daerah. 
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Daerah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan Daerah. 
9. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 
10. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar Daerah dan 
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah. 
                                                             
8Syafiie Inu Kencana, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Pt Bumi Aksara, 
Jakarta,  2003), h.130 
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11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan oleh karena apa yang telah diuraikan diatas maka 
DPRD kabupaten bima berhak untuk: 
a). Berhak untuk meminta pertanggungjawaban bupati kabupaten bima 
b). Berhak meminta keterangan perintah Daerah kabupaten bima 
c). Berhak mengadakan penyelidikan 
d). Berhak mengadakan perubahan rancangan peraturan Daerah 
e). Berhak mengajukan pernyataan pendapat 
Jadi DPRD Kabupaten Bima dalam melaksanakan tugasnya berhak 
meminta pejabat Negara, pejabat pemerintahan atau warga masyarakat untuk 
memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi 
kepentingn Negara, Bangsa, Pemerintah dan pembangunan Daerah Kabupaten 
Bima. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang  Kenerja 
Lembaga Legislatif Kabupaten Bima NTB Menurut UU No 32 tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah.9 
Selain itu DPRD juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
menciptakan stabilitas politik di Daerah kabupaten Bima, terutama mengenai 
tugas dan fungsinya. Berdasarkan uraian tersebut maka penyusun mengambil 
judul skripsi: “Analisis Yuridis Kenerja Lembaga Legislatif Kabupaten Bima 
NTB  Menurut UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
 
 
                                                             
9Syafiie Inu Kencana, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, h. 131 
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B. Fokus Penelitia 
Dari uraian latar belakang maka dapat di identifikasikan masalah yang 
ditemukan tentang bagaimana mekanisme DPRD Kabupaten Bima dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya. Agar penelitian ini bertujuan pada 
suatu masalah tertentu dan lebih mendalam permasalahannya, maka perlu di 
adakan sebuah pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penyusun 
membatasi pada suatu masalah tertentu, yaitu mengenai tugas dan wewenang 
DPRD Kabupatn Bima sesuai 42 ayat 1 huruf C poin pertama dalam UU No. 
32 tahun 2004, yaitu tentang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD 
Kabupaten Bima dalam pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA.10 
C. Rumusan Masalah 
Mengacu pada uraian di atas maka permasalah yang di ambil adalah: 
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD 
Kabupaten Bima dalam melaksanakan pengawasan terhadap PERDA  
Kabupaten Bima? 
2. Apa saja hambatan habatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan 
wewenang DPRD Kabupaten Bima dalam melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan PERDA? 
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan hambatan yang timbul dalam 
pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bima dalam 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA? 
 
                                                             
10Itianto Bambang Hp, Manajemen Pemerintahan Dalam Prespektif Pelayanan Public 
(Mitra Wacana Media), h. 22 
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D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah kajian yang bersumber dari data literatun dan 
buku-buku, oleh karena itu penyusun akan mengkaji tentang buku buku yang 
berkaitan dengan tugas dan wewenang  lembaga legislative. 
adapun buku-buku yang menjadi kajian penyusun sebagai berikut: 
1. Bambang Itianto dalam bukunya “Manajemen Pemerintahan Dalam 
Prespektif Pelayanan Public” mengatakan bahwa, pemerintah harus 
bersikap mendidik dan memimpin yang diperintahnya, ia harus dijiwai oleh 
semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang 
hidup diantara mereka, bersama mewujudkan segala sesuatu yang dinginkan 
secara bersama-sama oleh semua masyarakat yang di lukiskan secaranyata 
dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yangterbaik dan 
terbesar.11 
Berdasarkan pemikiran di atas peyusun berpendapat ada beberapa 
pernyatan yang menjadi fungsi pemerintah antara lain: pertama, bersikap 
mendidik dan memimpin yang diperintahnya, artinya pemerintah yang 
menjadi pemimpin dan pendidik harus mampu bekekerja secara efektin dan 
berprilaku bik sehingga menjadi panutan masyarakat; kedua, menciptakan 
perwujudan yang di inginkan sesara bersama, artinya pemerintah harus peka 
terhadap perubahan yang terjadia pada masyarakat, jagan sampi lengah 
terhadap keinginan yang terjadi di masyarakat karena hancurnya sebuah 
pemerintah akibat tidak peka untuk melihah perubahan yang terjadi di 
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kalangan masyarakat; ketiga, melukiskan secaranyata dan dituangkan dalam 
kata-kata artinya pemerintah memiliki tugas untuk merancang atau membuat 
berbagai macam kebijakan yang akan dimuat dalam peraturan-peraturan, 
namun pemerintah tidak hanya merancang dan membuat berbagaimacam 
kebijakan tersebut akantapi pemerintah harus mampu mengimplementasikan 
dan menjalankan dengan sebaik mungkin guna untuk mnciptakan satabilitaas 
sosial dan politik di kalangan masyarakat.12 
Syaukani HR Dkk mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 
Daerah Dalam Negara Kesatuan” Pemerintahan adalah kegiatan pen Kementerian 
Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Pt Tiga serangkai pustaka mandiri, 2015), h. 517 
2. yelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi 
segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua 
sumberdaya yang biperlukan, serta membina hubungan baik didalam 
lingkungan Negara maupun dengan Negara lain, di dalam local tentu saja 
membina hubungan dengan pemerintah nasional dan pemerintah Daerah  
yang lainnya.  
Allah berfirman dalam QS  Al-Hujurat/49: 13 
                        
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Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.(Qs Al- Hujurat/49:13 
 
 
Berdasarka pemikiran di atas penyusun berpendapat bahwa 
pemerintah harus mampu membaca dan melihat lingkungan social dimana dia 
menjalankan roda pemerintahanya, pemerintah harus mengetahui bagaimana 
wajah penduduknya, pengelompokan penduduknya seperti apa dan yang 
memimpin mereka siapa, watak masyarakat yang dipimpinnya seperti apa, 
mendengarkan aspirasi dan bagai mana pemerintah harus mampu 
memperlihatkan atau mengartikulasikan kepada masyarakat atas hasil tuntutan 
dan aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah. 
3. Marbun. B. N, dalam bukunya “Otonommi Daerah 1945-2010 proses dan 
realitas” pemerintah Daerah pelaksana fungsi pemerintahan Daerah yang 
dilakukan oleh lembaga perintahan Daerah yaitu pemerintah daera dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masing-masing badan atau 
lembaga menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan, tugas dan 
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Allah berfirman dalam QS Al-An’am/6: 165. 
                      
                        
 
Terjemahannya; 
Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan 
dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 
beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 
Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Qs Al- 
An’am/6:165). 
Mengacu pada pemikiran di atas penyusun berpendapat pemerintah 
Daerah dan lembaga Legislatif yang biasa kita sebut DPRD memiliki tugas 
dan fungsi masing masing-masing serta bekerja sesuai tugas dan fungsinya 
yang dimana pemerintah bekerja menjalankan Peraturan Daerah (PERDA) 
yang sudah ditetapkan sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
bekerja untuk mengawasi berjalannya peraturan Daerah (PERDA) yang di 
jalankan oleh pemerintah Daerah. 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
adalah satu kesatuan yang integral untuk memberikan pelayanan public sesuai 
yang diamanatkan oleh UUD RI 1945.14 
4. Huda Ni’Matul dalam bukunya yang berjudul “OTONOMI DAERAH, 
Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika” menyatakan bahwa di 
dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menegaskan 
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penyelenggara Perintahan Daerah adalah Pemerinta Daerah dan DPRD, 
DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi 
Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. 
Mengacu pada pemikiran di atas penyusun berpendapat bahwa DPRD 
dan Pemerintahan Daerah memiliki kedudukan yang sama, sama-sama sebagai 
penyelenggara Pemerintahan yang artinya DPRD dan Pemerintah Daerah 
merupakan hubungan kerja yang kedudukanya setara dan bersifat kemitraan 
yang bermakna bahwa anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah tidak saling 
membawahi, hal ini tercermin dalam membuat kebijakan Daerah berupa 
peraturan-peraturan Daerah. 
Hubungan kemitraan pula bermakna bahwa DPRD dan Kepala Daerah 
adalah mitra kerja dalam membuat kebijakan Daerah untuk melaksanakan 
Otonomi Daerah sesuai fungsinya masing-masing, sehingga antara dua 
Lembaga membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bunka 
menjadi lawan atau pesaing sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang 
lebih baik dan mampu memberikan kesejah teraan terhadap rakyat.15 
5. Muhamad Irfan menyatakan dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis 
Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang DPRD Kabupaten 
Bima Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan 
Daerah” Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (4), Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 
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(Yogyakarta:Pustaka Pelajar ,  2005),  h. 162 
13 
 
lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah. DPRD sebagai badan legislatif Daerah mempunyai 
kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah darah. 
Berdasarkan pada pemikiran di atas penyusun berpendapat DPRD 
mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah Daerah, pada dua 
lembaga tersebut memang memiliki kedudukan yang sama akan tetapi tidak 
persis pada level yang sama, kepala daaerah dengan DPRD memiliki 
kedudukan yang sejajar dalam arti tanggung jawab dan yurisdiksi politik tetapi 
dalam kenyataan tidak seperti demikian ketika kita melihat dari proses 
rekrutmen tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya tentu kedua lembaga 
berbeda. 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk memperoleh pemahaman tentang  mekanisme kinerja lembaga 
legislatif (DPRD) Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) menurut 
UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.16 
2. Untuk mengetahui hambatan-habatan DPRD Kabupaten  Bima Nusa 
Tenggara Barat (NTB) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebgai 
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F. Manfaat Penelitian 
1. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk 
mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme kinerja lembaga 
legislatif (DPRD) kabupaten bima nusa tenggara barat (NTB) untuk 
merumuskan serta mengimpeletakikan kebijakan dalam konteks kebijakan 
pablik. 
2.  Menamban dan memperdalam keterampilan penyusun terutama yang 
berkaitan degan mekanisme kinerja lembaga legislatif menurut undang- 
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A. Pengertian pemerintahan 
Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata ”perintah” 
kemudian mendapat ibuhan sebagai berikut: 
1. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah”berarti badan atau organ 
elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara. 
2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perihal, 
cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki 
legitimasi di dalam kata dasar perintah paling sedikit ada empat unsur 
penting yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:18 
a). Ada dua pihak, yaitu memerintah disebut pemerintahdan pihak yang diperintah 
disebut rakyat. 
b). Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur 
serta mengurus rakyatnya. 
c). Pihak yang di perintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang 
syah (dalam bahasa arab dikenal dengan “sami’na wa’ ata’na”). 
d). Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat 
hubungan timbal balik baik secara vertical maun secara horizontal. 
Dalam mengelola pemerintahan secara baik dan benar, pemerintah 
jangan hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan ketertiban, tetapi 
juga jangan lupa pada ketentraman dan kesejahteraan. 
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Oleh karena itu disebut sebagai pemerintah yang baik dan benar atau 
dengan kata lain Good Governance dan clant Government. Ketika pemerintah 
mengusir pedagang kaki lima dari torotoar jalan maka hal itu adalah benar 
karena akan mengotori jalan raya tersebut, tetapi hal tersebut adalah tidak baik 
dipandang dari pelayanan pablik. Akan tetapi, ketika pemerintah membiarkan 
pedagang kaki lima berjualan ditorotoar jalan,  hal tersebut adalah baik karena 
berlaku santun kepada rakyat pedagang asongan, hanya saja tidak benar 
karena membuat jalanan menjadi macet. 
Itulah beberapa hal yang perlu di seimbangkan dalam 
penyelenggaraan roda pemerintahan karena dapat di sadari apakah kita akan 
mengorbankan terlalu banyak etika guna efisiensi, atau apakah sebaliknya kita 
mengorbankan efisiensi guna memenuhi tuntutan etika tersebut.19 
Selanjutnya, marilah kita melihat berbagai definisi pemerintahan dari 
berbagai pakar sebagai mana tersebut dibawah ini: 
1. H. A. Brasz, (1975) ; de bestuurwetenschap waarronder het verstaat de 
wetenchap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare dienst is 
inggericht en functioneert, intern en buiten togenover de burgers. 
 
Maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang 
mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun 
dan di fungsikan baik secara kedalam maupun secara keluar terhadap 
warganya. 
2. W. S. Sayre; Government  is best defined as the organized agency of the 
state, ex-pressing and exercing its authority. 
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Maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai 
organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. 
3. C. F. Strong (1960); Government in the broader sense, is changed with the 
maintenance of the peace and security of state with in and out. Is must 
therefore, have first military power the control of armed forces, secondly 
legislative powe or the mean’s of making laws, thirdly financial power or 
the ability of extract sufficient money from the community to defray the cost 
of defending of state and or enforcing the law it makes on the state’s 
behalf20. 
 
Maksudnya pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk 
memelihara kedamaian dan keamanan Negara dari dalam maupun diluar. Oleh 
karena itu. Pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan 
untuk mengendalikan angkatan perang, kedua; harus mempunyai kekuatan 
legislatif atau dalam arti pembuatan undang undang, ketiga; harus mempunyai 
kekuatan financial atau kemampuan untuk mencakupi keuangan masyarakat 
dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan 
peratuaran, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara. 
4. R. Mac. Iver (1947); Government is the organization of men under 
authority… how men can be governed. 
 
Maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari 
orang orang yang memiliki kekuasaan sebagai mana manusia bisa diperintah. 
Jadi kalo kita lihat bagi Mac menyatakan ilmu pemerintahan itu 
adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaiman manusia dapat di 
perintah 
Mengacu pada pendapat para pakar di atas penyusun memiliki 
wawasan ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana 
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melaksanakan pengurusan dalam hal ini eksekutif dan pengaturan dalam hal 
legislatif, kepemimpinan serta kordinasi pemerintah baik pemerinta pusat 
maupun pemerintah Daerah ataupun penguasa dengan rakyatnya dalam 
berbagai peristiwa ataupun gejala pemerintahan diharapkan secara baik dan 
benar.21 
B. Asas-Asas penyelenggara pemerintahan 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat 
UUD RI 1945 maka dikenal 4 asas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, 
yaitu : 
1. Sentralisasi 
Suatu asas  pemerintahan yang terpusat, artinya tidak dikenal adanya 
penyerahan wewenang kepada bagian-bagian (Daerah/wilayah) dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan. Segala kewenangan pemerintahan 
baik di tingkat lokal berada dalam tangan pemerintah pusat. 
2. Desentralisasi  
Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “de” berarti lepas dan 
“centrum” artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi 
sebab kata “de” maksudnya untuk menolak kata sebelumnya. Berdasarkan kata 
perkata desentralisasi ialah melapskan dari pusat. 
Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan 
sejumlah urusan pemerintahan dari perintah pusat atau dari pemerintah Daerah 
tingkat yang lebih tinggi dari perintah Daerah yang tingkat lebih rendah 
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sehingga menjadi urusan rumah tangga Daerah itu. Dengan demikian prakarsa, 
wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi 
menjadi tanggung jawab Daerah itu, baik mmengenai politik kebijaksanaan, 
perncanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiyaannya. 
Perangkat pelaksana adalah perangkat Daerah sendir.22 
Menurut joeniarto; asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud 
memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah 
untuk mengatur dan menggurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga 
sendiri, yang biasa disebut swatantra atau otonomi. 
Dalam penerapan desentralisasi sekurang kurangnya ada dua nilai 
penting yang menjadi konsensus nasiaonal yang perlu menjadikan perhatian 
kita bersama, khususnya dalam mewujudkan state building, yaitu nilai 
kesatuan dan nilai otonomi. 
Nilai kesatuan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 UUD RI 1945, 
Negara Indonesia adalah berbentuk Negara kesatuan Republik Indonesia. 
Secara implicit pasal tersebut mengandung elemen sentralisasi sebagai faktor 
perekat dan integrasi bangsa. Nilai tersebut melahirkan NKRI dan memberikan 
indikasi bahwa Indonesia tidak akan mempunyai unit  kesatuan pemerintahan 
lain di dalamnya. Artinya pemerintah pusat adalah satu satunya pemegang 
kedaulatan rakyat. 
Nilai Otonomi sebagaimana tertuang dalam pasal 18 UUD RI 1945, 
telah mengakomodir aspirasi kemmajemukan Daerah dan masyarakat. Nilai 
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tersebut melahirkan pemerintahan Daerah yang mempunyai wewenang 
menyelenggarakan otonomi Daerah dalam batas batas kedaulatan Negara.23 
Dalam UUD RI 1945 ditentukan, bahwa desentralisasi adalah untuk 
memperkuat persatuan nasiaonal. Dengan demikian dapat kita pahami bersama 
bahwa keberadaan sentralisasi dan desentralisasi dalam system NKRI tidak 
dipandang bersifat dikotomi melainkan kontinum. 
Untuk itu harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk 
memperkuata kesatuan nasional dengan kebutuhan menyelenggarakan 
desentralisasi. Dengan demikian terkandung di dalamnya harapan akan 
tercapainya tujuan politik dan tujuan administrasi, yang masing masing akan 
memposisikan pemerintahan Daerah sebagai mediator pendidikan politik bagi 
masyarakat di tingkat Daerah, dan sebagai unit pemerintahan yang berfungsi 
untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif dan efien. 
Dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting 
yaitu pembentukan Daerah otonom dan pendelegasian wewenang 
pemerintahan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. 
Sebagaimana kita ketahui bersama penerapan otonomi Daerah sesuai 
dengan ketetapam MPR No. IV/MPR/2000 telah dilaksanakan pada tanggal 1 
Januari 2001. Di dalam pelaksanaannya peran Daerah propinsi berstatus ganda, 
di samping sebagai Daerah otonom yang  melaksanakan kewenangan 
desentralisasi dan tugas pembantuan, propinsi juga berstatus sebagai Daerah 
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administrasi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, yaitu peran gubernur 
selaku mewakil dari pemerintah pusat.24 
Untuk itu diharapkan keberadaan gubernur dapat memelihara 
hubungan yang serasi antara pusat dan Daerah dalam kerangka NKRI; 
menyelenggarakan otonomi Daerah dalam lintas kabupaten/kota, 
melaksanakan otonomi yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota, 
melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan dalamkerangka dekonsentrasi. 
Dengan kondisi tersebut, dan disisi lain tidak adanya hubungan hirarki 
antara propinsi dengan kabupaten/kotadan berkembangnya euphoria Daerah 
mengakibatkan pososi dan peran gubernur dihadapkan pada kondisi yang sulit 
serta permasalahan yang sangat kompleks, baik yang bersifat politisi maupun 
administaratif. 
Saat ini penerapan otonomi Daerah berada dalam inisiasi dan instlasi, 
dimana hal hal yang selalu dirintis dengan baik untuk tetap terus 
dikembangkan sebagai bagian dalam sistem pemerintahan. Namun hal hal yang 
belum baik perlu disesuaikan sampai diperoleh gammbaran yang harmonis 
sebagai suatu kesatuan sistem pemerintahan. Untuk itu berbagai inisiatif dan 
prakarsa masih terus diharapkan dan dikembangkan terutama sumbangan 
pemikiran konstruktur dari para cendekiawan. 
Perubahan yang terjadi didalam sistem pemerintahan tersebut, 
pelaksanaannya tentu tidak bisa dilakukan secara spontanitas melainkan ada 
tahap tahap yang harus diperhatikan sesuai dengan arahan menti dalam negeri, 
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tahap tersebut  melalui tahap inisiasi (tahun 2000 – 2001), tahap instalasi 
(tuhun 2002 – 2003), tahap konsolidasi (tahun 2004 – 2007), tahap stabilisasi 
dan dinamisasi (diproyeksi di atas tahun 2007). 
Sesuai dengan tahap otonomi Daerah maka penerapan otonoi Daerah 
lebih diarahkan pada penataan – penataan administratif  yang berdasarkan surat 
menteri dalam negeri dan otonomi Daerah pada tanggal 5 September 2000 
Nomor  118/1378/PUMDA diarahkan kepada kegiatan penataan kewenangan 
Daerah, kelembagaan, personil, keuangan Daerah, peralatan/prasarana 
kelengkapan dan pengembangan kapasitas Daerah.25 
Untuk tahun 2002 sebagaimana dirumuskan dalam rapat kerja kepala 
Daerah se- Indonesia tanggal 28 – 30 Januari 2002 di Jakarta, kebijakan 
otonomi Daerah diharapkan untuk pemberdayaan asyarakan dan kesejahteraan 
rakyat. 
Menurut pasal 1 ayat 7 UU RI No. 32 tahun 2004 desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
kesatuan republik Indonesia. 
Inti desentralisasi pemerintahan Daerah bahwa penyelenggara 
pemerintahan Daerah adalah pemerintah Daerah dan DPRD. Dengan demikian 
pemerintahan Daerah propinsi, kabupaten dan kota dapat mengurus sendiri 
pemerintahannya menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai 
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dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 UUD RI 1945 dan pasal 19 ayat 2 UU RI 
Nomor 32 tahun 2004.26 
Maksud dari kata “mengatur” dan “mengurus” ini fungsi mengurus di 
tujukan kepada badan eksekutif Daerah adalah kepala Daerah dan perangkat 
Daerah otonom sesuai dengan hak dan kewajibannya menurut peraturan 
perundang undangan yang berlaku. Kepala Daerah melaksanakan peraturan 
Daerah dan atas kuasa peraturan perundang undangan, kepala Daerah dapat 
menetapkan peraturan kepala Daerah atau keputusan kepala Daerah. adapun 
maksudnya fungsi mengatu ditujukan kepada lembaga legislatif Daerah adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu DPRD pada 
masing-masing Daerah propinsi, Daerah kabupaten dan Daerah kota dapat 
membuat peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku untuk maing-masing 
Daerahnya. 
3. Dekonsentasi  
Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan 
wewenang dari pemerintah pusat atau kepala istansi vertikal tingkat yang lebih 
tinggi kepada pejabat pejabatnya di Daerah. Tanggung jawab tetap ada pada 
perintah pusat, baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya 
tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya di 
kordinsikan oleh kepala Daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah 
pusat. 
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Latar belakang diadakannya sistem dekonsentasi bahwa tidak semua 
urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada perintah Daerah menurut 
asas desentralisai.27 
Ketentuan dasar hokum asas dekonsentrasi ada pada pasal 4 ayat 1 
UUD RI 1945 yang menyatakan “presiden republic Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.” Kekuasaan 
pemerintahan ini yang disebut wewenang pemerintah umum yang meliputi 
segenap tindakan dan kegiatan pemerintahan dalam rangka menyejahterakan 
rakyat yang adil berdasarkan pancasila yang merupakan tujuan nasional dan 
menjadi tugas pokok pemerintah pusat. 
 Penyelenggara pemerintahan Daerah di Indonesia juga didarkan pada 
asas dekonsentrasi karena pasal 18 ayat 5 UUD RI 1945 menyatakan 
“pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah 
pusat. 
Pengaturan dab penyelenggaraan asas dekonsentrasi serta yang 
berkaitan dengan pembentukan Daerah administratif atau wilayah pemerintah 
administratif harus diperhatikan antara lain: 
a.) Kehadiran wilayah peerintahan administratif jangan sampai mmenggeser satan 
pemerintahan otonom yang merupakan salasatu engi sistem ketatanegaraan 
menurut UUD RI 1945. 
                                                             
27C.S.T. kansil, dan Christine S.T. kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Sinar 
grafika, 2014), h. 3 
25 
 
b.) Kehadiran wilayah pemerintahan administratif jangan sampai menimbulkan 
dualism penyelenggaraan pemmerintahan tingkat derah 
c.) Kehadiran wilayah pemerintahan administratif jangan sampai menimbulkan 
kesimpansiuran wewenang, tugas, dan tanggung jawab desatuan pemerintahan 
otonom yang akan mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.28 
Amran Muslimin mengemukakan dekonsentrasi adalah pelimpahan 
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat – pejabat bawahan dalam 
lingkungan administrasi sentral yang mmenjalankan pemerintahan atas nama  
peeintah pusat, seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, pelimpahan 
kewenangan dari pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintah pust yang 
berada di Daerah. Sedangkan Bagir Manan menyatakan bahwa dekonsentrasi 
sama sekali tida mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang 
tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk 
menyelenggarakan ursan pemerintah pusat kepada Daerah. 
Pasal 1 ayat 8 UU RI No. 32 tahun 2004 menyatakan dekonsentrasi 
adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur 
sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 
4. Tugas pembantuan 
Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta 
dalam melaksanakan tugas pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah 
Daerah dengan wajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang 
memberitugas. Misalnya kota madya menarrik pajak pajak tertentu seperti 
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pajak kendaraan yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. 
Berdsarkan prinsip-prinsip diatas jelaslah bahwa Negara Indonesia dibagi 
menjadi Daerah Daerah otonom dan wilayah wilayah administrasi.29 
Dasar asas tugas pembantuan tercantum dengan tegas dalam pasal 18 
ayat 2 UUD RI 1945 yang menyebutkan “pemerintah Daerah propinsi, Daerah 
kabupaten dan kota mengatur serta mmengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 
Pada ketentuan tersebut asas otonom selalu bergandengan dengan asas 
tugas pembantuan (autonomie dan medebewind). Istilah medebewind disaling 
dalam bahasa Indonesia dengan istilah “tugas pembantuan”. Tugas pembantuan 
itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa 
tugas eksekutif. 
Bagir manan menyatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan 
adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih 
tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk 
yang diperintahkan atau diminta  dalam rangka tugas pembantuan. Tugas 
pembantuan dalam hal tertentu dapat dijadikan semacam terminal penyerahan 
penuh suatu urusan kepada Daerah atau tahap awal sebagai persiapan menuju 
penyerahan penuh. Tugas pembantuan seharusnya bertolak dari : 
a. Tugas pembantuan bagian dari desentralisasi sehingga seluruh pertanggung 
jawaban mengenai tugas pembantuan merupakan tanggung jawab Daerah 
yang bersangkutan. 
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b. Tidak ada pembedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam 
tugas pembantuan terkandung unsure otonomi (walaupun terbatas pada cara 
melaksanakan) sehingga Daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan 
sendri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.30 
c. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsure 
penyerahan bukan penugasan. Perbedaannya, otonomi adalah penyerahan 
tugas sepenuhnya sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak 
sepenuhnya. 
Berdasarkan pendapat diatas maka akan ada penyerahan wewenang 
pemerintahan dari pemerintah pusat kepada Daerah otonomi dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan ini ada dua macam yaitu: 
1) Penyerahan sepenuhnya, artinya baik mengenai asas-asas, prinsip-prinsip, dan 
tatacara melaksanakan kewajiban di bidang urusan pekerjaan yang diserahkan 
itu, semuanya diserahkan pada Daerah (hak otonomi). Hak otonomi adalah hak 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
2) Penyerahan bukan sepenuhnya, artinya penyerahan hanya mengenai cara 
melaksanakannya saja, sedangkan asas-asas, prinsip-prinsipnya telah 
ditetapkan oleh pemerintah pusat (tugas pembantuan). Tugas pembantuan 
adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih 
tinggi termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas 
pembantuan. 
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Arti secara yuridis menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 32 
Tahun 2004, yaitu untuk pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 
kepada Daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota 
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu. 
Pasa 1 angka 10 UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mnyatakan: Tugas 
Pembantuan adalah penugasan dari pemeritah kepada Daerah dan/atau desa 
atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tugas 
Pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah 
Kabupaten, Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan sarana dan 
prasarana, serta sumber daya manusia.31 
Dalam tugas pembatan, penjelasan Umum PP No. 52 tahun 2001 
mengaskan bahwa tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar 
pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan setra membantu 
pengembangan pengembangan bagi Daerah dan Desa. Tugas pembantuan yng 
diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan Desa meliputi sebagai tugas 
bidang politik luar negri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 
agama dan kewenangan bidang lain, yakni keijakan tentang perencanaan 
nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dan perimbangan 
keuangan sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, 
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pebinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber 
daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan menurut 
standarisasi nasional. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Provinsi sebagai 
Daerah Otonom kepada Desa meliputi sebagian tugas dalam bidang 
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta sebagian tugas 
pemerintah yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Daerah, Kabupaten dan 
Kota, sedangkan wilayah administrasi mencakup sebagian tugas dalam bidang 
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. 
Tugas pembatuan yang diberikan oleh Kabupaten kepada Desa mencakup 
sebagian tugas bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten 
termasuk sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten meliputi 
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, 
perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, 
pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.32 
Mengacu pada rumusan diatas, tampak bahwa tugas pembantuan pada 
dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah/desa termasuk masyarakatnya atas 
penugasan atau kuasa dari pemerintah pusat atau pemerintah Daerah untuk 
melaksanakan urusan pemerintah dibidang tertentu. 
C. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Pembentukan pemerintah Daerah sesuai denga amanat pasal 18 UUD 
1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yan mengatur tentang pemerintahan Daerah 
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antaralain, undang-undang no 1 tahun 1945, undang-undang no 22 tahun 1948, 
undang-undang no 1 tahun 1957, dan terakhir undang-undang no 32 tahun 
2004. 
Secara subtansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk 
susunan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Secara normatif undang-
undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan 
kepemerintahan daera sesuai jamannya. Secara empiris undang-undang 
tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebelum di 
berlakukannya undang-undang no 22 tahun 1999 yakni undang-undang no 5 
tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap 
kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan kekuasaan 
legislatif Daerah. Dalam undang-undang no 5 tahun 1974 dan undang-undang 
sebelumnya kedudukan kepala Daerah sebagai pelaksanan kekuasaan eksekutif 
memiliki wewenang lebih tinggi dari pada kekuasaan DPRD sebagai pelaksana 
kekuasaan legislatif. Secara ekstrem dapat dikatakan kepala dareah tidak dapat 
diberhentikan secara langsung oleh DPRD. Kepala Daerah tidak 
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap DPRD dalam pelaksanaan tugasnya 
hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban.33 
Menurut undang-undang no 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) tentang 
pemerintahan Daerah, pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan 
pemeintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 
                                                             




tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan Daerah 
otonom oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) 
menurut asas desentralisasi. “pemerintah Daerah kabupaten atau kota 
mempunyai kewenangan untuk melakukan pegankatan, pemindahan, 
pemberhentian, penetapan pensiun, gaji tunjangan dan kesejahteraan 
pegawai.”34 
D. Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan 
yang di amanat UUD 1945 maka kebijakan politik hukum yang di tempuh oleh 
pemerintah terhadap pemerintahan Daerah yang dapat mengatur dan mengurus 
rumah tangga sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui pelayanannya, pemberdayaan dan peran serta masyarakat 
untuk peningkatan daya saing Daerah, dengan mempertimbangkan prinsip 
demokrasi, pemerataa, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah 
dalam suatu sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).35 
Berdasarkan kebijakan politik hukum pemerintahan tersebut 
penyelenggara pemerintah Daerah dilakukan penetapan strategi sebagai 
berikut: 
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1. Peningkatan Pelayanan 
Pelayanan bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan 
adalah suatu hal yang bersifat esensial guna mendorong atau menunjang 
dinamika interaksi kehidupan masyarakat baik sebagai sarana memperoleh 
hak-haknya maupun sebagai sarana pelayanan pemerintahan. 
2. Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat 
Konsep pembangunan dalam rangka otonomi Daerah bahwa peran 
serta masyarakat lebih menonjol yang dituntut Daerah kreatifitas masyarakat 
baik pengusaha, perencana, pengusaha jasa, pengembang dalam menyusun 
konsep strategi pembangunan Daerah. Di mana peran pemerintah hanya 
terbatas pada menfasilitasi dan mediasi. 
3. Peningkatan Daya Saing Daerah 
Peningkatan daya saing Daerah guna tercapainya keunggulan lokal  
dan apabila dipupuk kekuatan secara nasional akan terwujud daya saing 
nasional.36 
E. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah perlu di 
perhatikan 5 prinsip penyelenggaraan pemerintahan Daerah, adapun prinsip 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagai berikut: 
1. Memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejah teraan 
rakyat indonesia seluruhnya. Peaksanaan pemberian otonomi Daerah kepada 
Daerah harus menunjang perjuangan rakyat. 
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2. Merupakan otonomi yang bertanggungjawab. 
3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama sama asas dekonsentasi dan 
memberi kemungkinan juga bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan 
4. Mengutamakan aspek keserasian dan demokrasi 
5. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil daya guna penyelenggaraan 
pemerintahan di Daerah, terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat untuk membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa. 
F. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah, sebagai badan 
legislatif Daerah, sebagai badan memperjuangkan demokrasi dan keadilan di 
Daerah; merupakan lembaga yang keangotaannya diperebutkan oleh para partai 
politik degan cara memperebutkan kursi melalui pemilu setiap satu kali dalam 
lima tahun. Dalam sebuah negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat 
adanya lembaga perwakilan rakyat Daerah adalah suatu keharusan.37 
Berdasarkan Undand-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 
pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (4), dewan perwakilan rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai 
unsur penyelenggraan pemerintahan Daerah. DPRD sebagai lembaga Legislatif 
Daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra pemerintahan 
Daerah.38 
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1. Tugas dan wewenang DPRD  
Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004pasal 42 ayat (1) 
DPRD mempunyai yugas dan wewnang sebagai berikut: 
a) Membentuk perda yang dibahas dengan kepala Daerah untuk mendapatkan 
persetujuan bersama 
b) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan 
kepala Daerah 
c) Melaksanakan pengawasan tehadap pelaqksanaan perda dan peraturan 
perundang undangan lainya, peraturan kepala Daerah, APBD, kebijakan 
pemerintah Daerah  dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan 
kerjasama internasional di Daerah 
d)  Mengusulkan dan pengankatan dan pemberhentian kepala Daerah/ wakil 
kepala Daerah kpada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD 
provinsi dan menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD 
kabupaten/kota  
e) Memilih wakil kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 
kepala Daerah 
f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap 
rencana perjanjian internasional di Daerah 
g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 
dilakukan oleh pemerintah Daerah 
h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintah Daerah 
i) Dihapus 
j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU 
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah 
k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara Daerah dengan 
pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah. 
 
2. Hak dan Kewajiban DPRD 
Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004pasal 43 ayat (1) 
DPRD mempunyai yugas dan wewnang sebagai berikut: 
a) DPRD mempunyai Hak 
(1) Hak Interplasi 
Hak interplasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepa 
kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah Daerah yang penting dan 
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strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan 
negara.39 
(2) Hak Angket 
Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap 
kebijakan kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan masyarakat, Daerah dan negara. 
(3) Hak Menyatakan Pendapat 
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD sebagai lembaga untuk 
menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala Daerah atau mengenai 
kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah di sertai dengan rekomendasi 
penyelesaiannya atau tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket. 
Selain dari pada hak di atas dalam undang-undang nomor 32 tahun 
2004 pasal 44 ayat (1) DPRD mempunyai hak sebagai berikut: 
(1) Mengajukan rancangan PERDA 
(2) Mengajukan pernyataan 
(3) Menyampaikan usulan dan pendapat 
(4) Membela diri 
(5) Imunitas 
(6) Protokoler 
(7) Keuangan dan Administratif 
 
b) Kewajiban DPRD 
(1) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara Kesatuan Republik 
Indonesiatahu 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan.40 
                                                             
39Siswanto Sunarno, Hukuk Pemerintahan Daerah di Indonesia, (sinar grafika, Jakarta, 
2005), h. 68 
40Siswanto Sunarno, hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, h. 69 
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(2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah 
(3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional da keutuhan NKRI 
(4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi 
masyarakat 
(5) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, 
dan golongan 
(6) Memberikan tanggung jawab atas tugas dan kinerjanya selaku anggoa 
DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap Daerah 
pemilihan41 
(7) Mentaati peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah janji anggota DPRD 
(8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait. 
G. Pengawasan 
Pengawasan adalah proses pengukuran kinerja dan pengambilan 
tindakan untuk menjamin hasil yang di inginkan, menjamin segala sesuatu 
berjalan sebagaimana mestinya  dan sesuai dengan waktunya. Pengawasan 
dapat di artikan sebagai kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara 
defakto, sedangkan tujuan pengawasan hanya tebatas pada pencocokan apakah 




                                                             
41Muhammad Irfan, analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD 
Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, 
(Skripsi, Semarang, Fakultas Hukum UNES, 2013), h. 26 
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1. Administrasi Pengawasan 
Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan 
melaksanakan kontrol dapat dibedakan kontrol interen (internal kontrol) dan 
kontrol eksteren (eksternal kontrol). Kotrol interen adalah pengawasan yang di 
lakukan oleh suatu badan/orang secara struktural adalah masih termasuk 
organisasi dalam lingkungan pemerintahan. Misalnya pengawasan yang 
dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirarkis. Kontrol 
eksteren adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau orang secara 
struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya 
kontrol yang dilakukan secara langsung  seperti kontrol keuangan yang  
dilakukan oleh BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui 
LSM, kontrol lalulintas yang di lakukan oleh polisi dan PNS yang mempunyai 
kewenangan dalam bidang lalulintas.42 
Dipandang dari aspek yang di awasi, pengawasan dapat dibedakan 
pada pengawasan dalam segi hukum, pengawasan dalam segi kemanfaatan. 
Pengawasan dalam segi hukum yaitu  pengawasan dimaksudkan untuk menilai 
segi segi hukumnya saja (Rechtmatigheid). Kontrol peradilan atau judicial 
control secara umum masih di pandang sebagai pengawasan segi hukum ( 
legalitas) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan 
pembatasan itu. Pengawasan dalam segi kemanfaatan  (Opportunitas) adalah 
pengawasan yangdimaksud untuk menilai dari segi kemanfaatannya. Kontrol 
                                                             
42Sirajuddin, Dkk, DPRD peran dan fungsi dalam dinamika otonomi daerah, (Malang 
Setara Press, 2009), h. 123 
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internal secara hierarki oleh atasan adalah jenis penilaian dari segi hukum dan 
sekaligus dari segi kemanfaatan. Pengawasan dapat dibedakan kepada: 
a) Pengawasan “negatif represif” adalah pengawasan yang dilakukan setelah 
suatu tindakan yang dilakukan. 
b) Pengawasan “negatif preventif” dan pengawasan positif yaitu badan pemerinta 
yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih 
rendah. 
2. Pelaksanaan pengawasan 
Pelaksanaan pengawasan di bagi menjadi empat tahap yaitu: 
a) Menetapkan standar atau metode untuk mengukur kinerja. Penetapan metode 
untuk engukuran standar kinerja bisa mencakup standar dan ukuran segala hal, 
mulai dari target penjualan, produksi, sampai pada catatan kehadiran dan 
keamanan pekerja. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut 
harus di spesifikasikan dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para 
individu yang bersangkutan.43 
b) Mengukur kinerja/ mengukur kegiatan yang di lakukan 
c) Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut repetitive, 
dengan frekuensi aktual bergantung  pada jenis aktifitas yang di ukur. 
d) Membandingkan jinerja sesuai dengan standar. 
3. Maksud dan tujuan pengawasan 
a) Maksud pengawasan 
                                                             
43Muhammad Irfan, analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD 
Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, 
(Skirsi, Semarang, Fakultas Hukum UNES, 2013), h. 28 
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Adalah terwujudnya tujuan yang di kehendaki oleh organisasi 
sebenarnya tiadalain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap keiatan 
pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu oleh karena itu pengwasan 
mutlak di perlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan: 
(1) Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah lancar atau tidak 
(2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan 
yang sama atau timbulnya kesalahan yangbaru. 
(3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 
rencana, terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 
direncanakan.44 
(4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 
pelaksanaan)seperti yang telah di tentukan dalam planing atau tidak. 
(5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam 
planing yaitu standar. 
Dari poin diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah 
untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya 
apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat 
kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik. 
 
 
                                                             
44Muhammad Irfan, analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD 




b) Tujuan pengawasan 
Adapun tujuan pengawasan adalah sebagai berikut: 
(1) Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawah serta didukung oleh 
sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna, berhasil ditunjang oleleh 
partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud 
pengawasan masyarakat (control social) yang objektif, sehat dan 
bertanggung jawab. 
(2) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang 
tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilakukan. 
(3) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah,  
timbulnya disiplin kerja yang sehat. 
(4) Memberi kesempatan pada pegawai untuk meramalkan rintangan- rintangan 
yang akan mengganggu produktifitas kerja secara teliti dan mengambil 
langkah-langkah yang tepat wuntuk menghapus atau mengurangi gangguan-
gangguan yang terjadi.45 
4. Peran strategis pengawasan 
Peran strategis dalam pengawasan antaralain: 
a) Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, 
misi, tujuan serta target-target dalam organisasi. 
b) Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap instansi  yang akan dijadikan 
barometer penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi 
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam instansi. 
                                                             
45http://pwkorganization.Blogspot. Com/2011/04/langkah-langkah dalam pengawasan. 
Html, diunduh pada, (28 maret  2017, pukul. 19. 25)  
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c) Pengawasan akan memberikan  informasi tentang dampak dan program atau 
interfensi yang dilakukan, sehingga pengmbil keputusan dapat belajar tentang 
bagaimana menciptakan program yang lebih efektif. 
H. Islam dan lembaga legislatif 
Secara tegas Al-Qur’an menggunakan ungkapan Ulu Al-Amr untuk 
konsep pemegang dan pengendali kekuasaan politik. Meskipun begitu para 
ulama tidak sependapat mengenai konsep yang di maksud karena terpengaruh 
oleh perkembangan pemikiran politik pada jamannya. 
Pemerintah sebagai salah satu struktur dasar sistem politik, merupakan 
lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan 
lainnya yang di kenal dalam kepustakaan politik dan ketatanegaraan Islam. 
Sejalan dengan tugas yang di emban, wali menggunakan kekuasaan politik 
yang di milikinya berdasarkan prinsip pemusatan kekuasaan dan pertanggung 
jawaban dalam dirinya dan prinsip delegasi kekuasaan. Oleh karena itu dalam 
menjalankan pemerintahan kekuasaan wali adalah kepala pemerintahan. Ia 
memegang kekuasaan politik dan bertanggung jawab sepenuhnya atas 
penggunaan kekuasaan tersebut. Meskipun demikian, ia tidak dapat bertindak 
sendiri tamba bermusyawarah dengan lembaga-lembaga terkait.46 
  Dalam negara menurut Islam kepribadian indifidu adalah jelas ia 
tidak menghancurkan negara. Tetapi sebaliknya memelihara, membantu dan 
berbuat untuk kelestarian dan kebaikan sebagaimana negara berbuat demi 
kesejahteraan dan kelestarian kepribadian individu, karena kebaikan dan dan 
                                                             
46http://hayatuna.blogspot.com.id/2007/06/lembaga-negara-islam.html diunduh 15 
desember 2016, pukul 20.15 
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kelestarian yang satu sangatlah penting bagi yang lainnya. Tidak ada 
pertentangan atau kondisi di antara keduanya dan tidak ada kemaslahatan 
bagi yang satu dalam memusui atau menantang yang lain, hanya sekedar 
permusuhan atau pertentangan itu sendiri. Memang kadang kadang hal 
tersebut terjadi juga manakala sala satu dari kedua pihak menyimpang dari 
jalan Islam yang mereka anut. 
Atas dasar ini semua dalam negara Islam individu sepenuhnya 
menikmati hak-hak yang telah ditetapkan Islam baginya, karena setiap yang 
ditetapkan Islam ditetapkan pulah olenh negara. Sesungguhnya kepemilikan 
individu atas hak-haknya, karna jaminan yang paling besar bagi tetap kuatnya 
negara, tetap berbangun sehat dan mampu merealisasikan tujuan-tujuannya. 
Oleh karena itu sesungguhnya negara sangat mengingnginkan agar semua 
individu menikmati hak-hak mereka. Tak ada kebaikan sama sekali bagi 
negara atas perampasan hak ini, karena negara berdiri untuk memungkinkan 
semua individu hidup keIslaman. Salah satu faktor terpenting memungkinkan 
hal tersebut adalah harus adanya lembaga- lembaga yang harus memenuhi 
kebutuhan mereka sehari-hari.47 
Majelis Taqnin merupakan lembaga berdasarkan terminologi fiqh di 
sebut sebagai “lembaga penegah dan pemberi fatwa” (Ahl Al-Hall Wa Al-
Aqd). Cukup jelas bahwa suatu negara yang didirikan atas dasar kedaulatan 
dejure tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan 
AL-Qur’an dan As-Sunnah, sekalipun konsesus rakyat menuntutnya. Barusaja 
                                                             
47http://hayatuna.blogspot.com.id/2007/06/lembaga-negara-islam.html diunduh 15 
desember 2016, pukul 20.15 
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saya membeberkan Al- Qur’an yang mengatur bahwa jika Allah dan Rasul –
nya telah memberi peraturan di dalam suatu masalah tak seorang muslimpun 
dapat memutuskan sesuai denga pendapatnya sendiri dan orang orang tidak 
membuat keputusan berdasarkan Al-Qur’an atau kalam ilahi ini adalah orang-
orang kafir. Dari perintah-perintah ini secara otomatis timbul prinsip  bahwa 
majelis taqnin (lembaga legislatif) dalam Islam sama sekali tidak berhak 
membuat perundang-undang yang bertentangan dengan tuntunan tuhan dan 
rasulnya, dan semua cabang legislasi meskipun telah disyahkan oleh majelis 
taqnin (lembaga legislatif) harus secara ipso facto dianggap ultra vires dari 
undang-undang dasar. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa 
syariat itu sendiri tidak menjelaskan secara detail untuk semua yang 
begitubanyak dan berubah-ubah dari kehidupan sosial kita.48 
Jika hal ini kita kaitkan dengan pemerintahan kita saat ini maka yang 
memiliki kewenangan dalam masalah di atas adalah dewan perwakilan 
rakyat. Lembaga ini adalah lembaga yang mengurusi undang-undang dan 
hukum yang relefan dengan situasi untuk kemaslahatan hidup manusia dan 
sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum tersebut. Sedangkan dalam sebuah 
negara Islam yang berwenang dalam hal ini adalah majelis tanfidz, yang 
mana didalamnya diduduki para mujtahid dan ulama fatwa. Dalam masalah 
ini kewenangan tidak terlepas dari dua perkara yaitu: satu: jika perkara yang 
dinisbatkan ada nasnya maka tugas mereka memahami nas dan menjelaska 
hukum yang ditunjukkannya, dua jika perkata tidak ada nasnya maka tugas 
                                                             
48http://hayatuna.blogspot.com.id/2007/06/lembaga-negara-islam.html diunduh 15 
desember 2016, pukul 20.15 
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mereka menganalogikan degan perkara yang ada nasnya dan mengistinbatkan 
hukum dengan jalan ijtihad serta mencari sebab dan menelitinya. 
Hal ini dikarenakan dalam pemerintahan Islam mempunyai undang 
undang pokok dari tuhan yang disyariatkan allah dari Al-Qur’an dan hadits. 
Maka apabila dalam suatu undang-undang terdapat nas  maka wajib diikuti. 
Tugas para ulama adalah membahas dan mengetahui hukum yang dimaksud 
oleh isi kandungan nas tersebut, sehimgga aplikasi hukum menjadi benar. 
Apabila dalam suatu undang-undang tidak ada nasnya maka para mujtahid 
(ahli hukum) tersebut harus berijtihad dan beristinbat, hal ini sebagai dasar 
undang undang. selajutnya para mujtahid tersebut tinggalal menetapkan 
hukum terhadap perkara yang ada nasnya.49 
Setiap perintahan Islam pasa setiap masa membutuhkan segolongan 
ulama, ahli ijtihat yang memenuhi syarat dan kemampuan sepurna dalam 
memahami nas  dasar undang undang tuhan dan peranannya. Selain itu harus 
pula menguasai ketetapan hukum terhadap masalah dan persoalan baru yang 
muncul tentang kemaslahatan dan kebutuan manusia. 
 Dari sini mungkin muncul sebuah petanyaan: apakah hanya itusaja 
urusan dalam negara Islam? Jawabannya adalah bahwa dibalik batasan ini 
majelis  (lembaga legislatif) memiliki sejumlah fungsi yang harus di lakukan 
yaitu: 
1. Jika terdapat pedoman yang jelas dari tuhan dan rasulnya, meskipun 
legislatif tidak dapat merubah ataupun mengantinya, namun demikian dalam 
                                                             
49http://hayatuna.blogspot.com.id/2007/06/lembaga-negara-islam.html diunduh 15 
desember 2016, pukul 20.15 
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hal ini legislatiflah yang lebih berkompeten untuk menegakannya dalam 
susunan dan bentuk pasal demi pasal dengan menggunakan definisi yang 
relefan serta rinciannya juga minciptakan peraturan peraturan dan undang 
undang untuk mengundangkannya.50 
2. Jika pedonan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah mempunyai kemungkinan 
interpretasi lebih dari satu, maka legislatifla yang berhak memutuskan 
penafsiran mana yang harus ditetapkan dalam kitab undang undang dasar. 
Untuk tujuan ini tidak ada tawar menawar lagi yang mana majelis taqnin 
(lembaga legislatif) harus beranggotakan kumpulan orang orang terpelajar 
yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah 
perintah Al-Qur’an dan dalam memberikan berbagai keputusan tidak akan 
melepaskan diri dari jiwa atau isi syari’ah itu sendiri. Pada dasarnya harus di 
akui bahwa untuk tujuan perundang undangan suatu lembaga legislatif 
(majelis taqnin) harus memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa 
mengenai penafsiran mana yang harus lebih dipilih dan untuk menegakan 
penafsiran yang dipilihnya sebagai hukum, kecuali penafsiran itu hanya satu 
dan bukan merupakan pelanggaran atau penyimpangan semu dari hukum itu 
sendiri. 
3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dari Al-Qur’an dan As-Sunnah maka fungsi 
majelis taqnin (lembaga legislatif) ini untuk menegakan hukum yang 
berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa 
hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama 
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yang tercantum dalam kitab kitab fiqh maka dia bertugas untuk menganut 
salah satu diantaranya. 
4. Jika dalam masalah apapun Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak memberikan 
pedoman yang sifatnya dasar sekalipun atau masalah ini tidak ada dalam 
konveksi Al-Khulafa Al-Rasyidin maka kita harus mengartikan bahwa 
tuhan telah membiarkan kita bebas melakukan legislasi mengenai masalah 
ini menurut apa yang trbaik. Oleh karenanya dalam kasus semacam ini 
majelis taqnin (lembaga legislatif) dapat merumuskan hukum tampa batas 
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari’ah, prinsip 
yang menyatakan bahwa apapun yang tidak diharamkan itu halal 
hukumnya.51 
Kita telah menggali empat fungsin ini dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, 
konvensi empat khalifahmdan pandangan pandangan para fuqaha Islam 
terkemuka. Tetapi jika perlu saya akan mengutip sumber sumber keempatnya. 
Tetapi saya kira siapapun yang sepenuhnya yang menghayati prinsip prinsip 
dasar negara Islam akan dapat menyadarinya hanya melalui akal sehat, bahwa 
dalam Islam yang sifatnya demikian harus membentuk fungsi dari majelis 
taqnin (lembaga legislatif). 
Pada tahap ini mungkin timbul pertanyaan, apakah dalam Islam ada 
peluang bagi yudikatif (majelis qadla) untuk menolak atau membatasi 
kekuasaan legislatif (majelis taqnin) dalam hubungannya dengan penegakan 
hukum yang bertentangan dengan Al- Qur’an dan As- Sunnah? Saya tau bahwa 
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tidak ada aturan tersendiri untuk pertanyaan ini, tetapi konvensi- konvsnsi yang 
di tegakan selama berkuasanya Al-Khulafa Al-Rasidin menunjukan bahwa 
lembaga yudikatif (majelis qadlan) tidak memiliki atau menikmati kekuasaan 
semacam ini pada jamannya. Paling tidak ada contoh bahwa pernah seorang 
qadhi melakukan hal ini. Namun yang menjadi alasan disini adalah para 
anggota legislatif (majelis taqnin) pada jamannya memiliki wawasan yang 
dalam serta berbobot dan benar di dasarkan dalam Al- Qur’an dan As- Sunnah, 
jadi bisa dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak ada kemungkinan akan 
terjadi legislasi yang bertentangan dengan jiwa Al-Qur’an dan As- Sunnah, 
bahkan dewasa ini jika kita dapat menjamin tidak akan ada lembaga legislatif 
(majelis taqnin) yang akan menegakan huhum hukum yang bertentangan 
dengan semangat Al-Qur’an dan As-Sunnah, dalam hal ini lembaga yudikatif 
(majelis qadla) tidak membutuhkan otoritas untuk menolak keputusan 
keputusan legislatif (majelis taqnin). Tetapi jika  tidak demikian jadinya, maka 
satu-satunya cara yang memuaskan adalam memberikan kekuasaan kepada 
lembaga yudikatif (majelis qadla) untuk membatalkan  semua hukum hukum 
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Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut 
Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menggunakan data deskriptif yang berupa kata kata tertulis atau lisan dari 
orang orang dan prilaku yang dapat di amati. 
Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. 
Pertama: menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 
dengan kenyataan, kedua: metode ini menyajikan secara langsung hakikat 
hubungan antara peneliti dengan responden, ketga: metode ini lebih peka dan 
lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman bersama terhadap pola pola 
nilai yang dihadapi.53 
Penelitian ini disusun secara terus menerus disesuaikan dengan 
kenyataan lapangan. Menggunakan Penelitian kualitatif ini tidak bertujuan 
untuk menguji atau membuktikan kebenaran Sesutu teori yang sudah ada 
dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar 
tersebut semoga penelitian  ini diharapkan mampu memberikan gambran 
terhadap Kinerja Lembaga Legislatif (DPRD) Kabupaten Bima. 
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A. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Kualitatif 
dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian 
kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif yang 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima NTB.54 
C. Fokus Penelitian 
Pada dasarnya penelitian kualitatif berasal dari persepsi tentang 
adanya suatu permasalahan. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada 
suatu focus. Berdasarkan dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi 
fokus dalam penelitian ini adalah : 
1. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Bima 
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kab 
Bima dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. 
3. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas 
dan wewenang DPRD Kabupaten Bima dalam melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Perda. 
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D. Pendekatan penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, 
adalah penelitian yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder. 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Masyarakat 
yang dimaksud disini adalah anggota lembaga legislatif (DPRD)kabupaten 
bima. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui badan 
kepustakaan.55 
E. Sumber data penelitian 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  
Sumber data penelitian tersebut adalah: 
1. Data primer 
sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara 
langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan 
dibahas. Informasi tersebut diproleh melalui Responden yaitu orang yang 
menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu 
sendiri. Responden dalam penelitian ini adalah Ketua DPRD ,Ketua 
komisi, Ketua Fraksi, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Bima. 
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2. Data sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen. 
Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk 
catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan di masa lalu yang 
memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data 
penunjang dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud berupa: UU No 
32 Tahun 2004, Peraturan DPRD Kabupaten Bima, UU No 27 Tahun 
2009, buku, catatan wawancara dan rekaman yang digunakan sewaktu 
peneliti mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPRD.56 
F. Tekni pengumpulan data 
1. Teknik wawancara 
Wawancara adalah suatu teknik pengupulan data untuk mendapatkan 
informasi yang digali dari sumber datata langsung melalui percakapan atau 
Tanya jawab dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 
pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancarai yang memberikan atas jawaban pertanyaan itu. 
Wawancara ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui jawaban. 
Jawaban para responden dan informan dengan lebih dalam tentang 
gambaran umum DPRD Kabupaten Bima, peranan DPRD Kabupaten 
Bima dan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Bima. 
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2. Teknik dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui benda-
benda tertulis seperti buku, majalah, notulen rapat serta catatan harian. 
Metode dokumentasi adalah data pendukung yang digunakan oleh peneliti 
dalam melakukan kegiatan pencatatan terhadap data yang ada di kantor 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima. 
3. Teknik observasi 
Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang utama 
dalam penelitian kualitatif. Pengamatan atau observasi dimanfaatkan 
sebesar-besarnya seperti: 
a) Teknik pengamatan didasarkan atas pengamatan langsung.  
b) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri. 
kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi dalam 
keadaan yang sebenarnya. 57 
c) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang 
berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang 
langsung dipeoleh dari data.  
d) Sering terjadi keraguan pada peneliti jika seandainya terjadi kekeliruan pada 
data yang disaringnya.  
e) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti untuk mampu memahami situasi-
situasi yang rumit. 
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f) Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak 
dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. 
 Observasi ini merupakan pengamatan langsung dan pencatatan 
secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam 
penelitian ini, objek penelitiannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Bima.58 
G. Analisis data 
Analisis data dilakukan dengan menguji makna yang terkandung di 
dalamnya. Kategori data, kriteria untuk setiap kategori, analisis hubungan 
antar kategori dilakukan peneliti sebelum membuat interpretasi. Peranan 
statistic tidak diperlukan karena ketajaman analisis peneliti terhadap makna 
dan konsep dari data cukup sebagai dasar dalam menyusun temuan peneliti,  
karena dalam penelitian kualitataif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang 
dianalisa dalam bentuk fenomena, tidak berupa angka atau koefisien tentang 
hubungan antar variable. 
Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model interaktif, 
yang terdiri dari komponen pokok berupa: 
1. Reduksi data 
Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, 
penyederhanaan dan abstraksi data. Dalam hal ini peneliti dapat 
membuang hal-hal yang tidak penting. 
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2. Sajian data 
Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang tersusun berupa 
cerita dan sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti 
mengambil kesimpulan. 
3. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti mencatat 
keteraturan, Pola-pola, penjelasan, sebab-akibat dan proporsi kesimpulan 
juga diverifikasi yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 
peneliti. Serta tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, meminta 
respon atau komentar kepada responden yang telah dijaring datanya untuk 
membuat kesimpulan peneliti.59 
Dengan demikian komponen saling mempengaruhi, jika terdapat 
kekurangan data dalam pemeriksaan kesimpulan maka peneliti dapat 
mengganti catatan lapangan, jika masih tidak ditemukan maka kembali 
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BAB I V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. DPRD Kabupaten Bima 
Anggota DPRD Kabupaten Bima periode (2014-2019) sebanyak 45 
orang yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih 
melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten Bima merupakan lembaga 
perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah.60 
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima beralamat 
di Jl. Gatot subroto no. 6 Raba Bima telp./Fax 0374-43012-43355-(0374)-
43355. 
Adapun Visi dan Misi DPRD Kabupaten Bima adalah: 
1. Visi 
Menjadikan DPRD sebagai lembaga penyambung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan 
menuju visi Kabupaten Bima yaitu terwujudnya Kabupaten Bima sebagai 
Daerah dengan potensi unggulan. 
2. Misi 
a) Memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik fisik maupun 
mental spiritual,  
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b) Memperkokoh peran dan fungsi DPRD yang kreatif dan inovatif,  
c) Mengembangkan tradisi profesional dalam bidang-bidang sesuai dengan 
fungsi dan kewenangannya,  
d) Memperjuangkan terwujudnya supremasi hukum diDaerah,  
e) Memberi kontribusi posotif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan 
kehidupan masyarakat.61 
B. Alat Kelangkapan DPRD Kabupaten Bima 
Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bima terdiri atas: 
1. Pimpinan 
Pimpinan DPRD terdiri atas 1 ketua dan 3 orang wakil ketua. 
Pimpinan sebagaimana dimaksud diatas adalah berasal dari partai politik 
berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD 
merupakan alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk memimpin dan 
menyimpulkan hasil persidangan, menjadi juru bicara DPRD, melaksanakan 
dan memasyarakatkan keputusan DPRD, mengadakan konsultasi dengan 
Bupati dan SKPD terkait, mewakili DPRD dipengadilan, melaksanakan 
keputusan rehabilitasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugasnya dalam paripurna. 
Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagai berikut: 
a) Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil 
keputusan. 
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b) Menyusun rencana kerja pimpinan dan menetapkan pembagian kerja antara  
ketua dan wakil ketua 
c) Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan 
materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD. 
d) Menjadi juru bicara DPRD.  
e) Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD 
f) Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya  
g) Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya 
sesuai dengan keputusan DPRD.62 
h) Mewakili DPRD di pengadilan 
i) Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau 
rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
j) Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang 
pengesahannya melalui rapat paripurna 
k) Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD 
yang khusus diadakan untuk itu. 
Pimpinan DPRD Kabupaten Bima periode 2014-2019 sesuai dengan 
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor :171 / 611 /2014 
Tanggal 25 September 2014 dengan komposisi 1 Ketua dari PAN, 3 Wakil 
Ketua masing-masing dari Partai Demokrat, Gerindra dan Golkar. 
Berikut susunan Pimpinan dan Fraksi DPRD Kabupaten Bima 
Periode 2014-2019:63 
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NO NAMA JABATAN FRAKSI 
1 MURNI SUCIYANTI KETUA PAN 
2 H. MUHAMMAD H. IBRAHIM, SE WAKIL KETUA GOLKAR 
3 NUKRAH,S. SOS WAKIL KETUA DEMOKRAT 
4 H. SYAMSUDDIN,SH WAKIL KETUA GERINDRA 
5 MUHAMMAD AMINURLA, SE ANGGOTA PAN 
6 MUHAMMAD NATSIR, S.SOS ANGGOTA PAN 
7 SUHARNO, SE ANGGOTA PAN 
8 H. ADLAN, S.PD ANGGOTA PAN 
9 ILHAM H. ADNAN, SH ANGGOTA PAN 
10 FAHRIRRAHMAN, ST ANGGOTA PAN 
11 IR. SURYADIN HAR ANGGOTA GOLKAR 
12 MUSMULIADIN, SH ANGGOTA GOLKAR 
13 DRS. SAIDIN ANGGOTA GOLKAR 
14 AZHAR, SE ANGGOTA GOLKAR 
15 H. MUHAMMAD AMIN ANGGOTA GOLKAR 
16 SAKURA H. ABIDIN ANGGOTA BEMOKRAT 
17 WAHIDIN,SH ANGGOTA DEMOKRAT 
18 I. ZULKARNAIN, S.ADM ANGGOTA DEMOKRAT 
19 YUSRAN, S.PD ANGGOTA DEMOKRAT 
20 YASIN, S.PD ANGGOTA GERINDRA 
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21 SULAIMAN MT, SH ANGGOTA GERINDRA 
22 RUSLAN, S.PD ANGGOTA GERINDRA 
23 ILHAM YUSUF, SH ANGGOTA PKS 
24 MUHAMMAD ARIS, SH ANGGOTA PKS 
25 ISMAIL, S.AG ANGGOTA PKS 
26 SYAIFULLAH ANGGOTA PKS 
27 RAMLI H. AHMAD, S.SOS ANGGOTA PPP 
28 ISHAKA H. ABD. MAJID, SH ANGGOTA PPP 
29 RAMLAH HA. WAHAB ANGGOTA PPP 
30 HJ. NURHAYATI H. AR. SE, M.SI ANGGOTA PPP 
31 AHMAD DAHLAN, S.SOS ANGGOTA HANURA 
32 SAMRAN ANGGOTA HANURA 
33 MA’RUF, S.ADM ANGGOTA HANURA 
34 H. ABDURRAHNAN, S.SOS ANGGOTA HANURA 
35 NURDIN AMIN, SH ANGGOTA PEJUANG 
RESTORASI 
36 IR. AHMAD ANGGOTA PEJUANG 
RESTORASI 
37 EDY MUHLIS, S.SOS ANGGOTA PEJUANG 
RESTORASI 
38 HJ. RUSTINAH ANGGOTA PEJUANG 
RESTORASI 




40 ILHAM HAMZAH64 ANGGOTA PEJUANG 
RESTORASI 
41 DRS. H. MUSTAHID H. KAKO, MM ANGGOTA BANGKIT 
BERSINAR 
42 SAMAILA, SH ANGGOTA BANGKIT 
BERSINAR 
43 MOH. KARMA, S.SOS ANGGOTA BANGKIT 
BERSINAR 
44 M. HARYADIN, S.SOS ANGGOTA BANGKIT 
BERSINAR 
45  YENI YULIADA ANGGOTA BANGKIT 
BERSINAR 
2. Badan musyawarah 
Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat 
tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal masa jabatan keanggotaan 
DPRD. Badan musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan 
perimbangan jumlah dan paling banyak ½ setengah dari jumlah anggota. 
Tugas badan musyawarah antara lain menetapkan agenda DPRD untuk satu 
tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang 
dan memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis 
kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. 
Adapun Tugas dari badan musyawarah adalah sebagai berikut: 
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a) Menetapkan agenda rapat untuk satu tahun sidang,satu masa persidangan atau 
sebagian dari suatu masa sidang,perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah 
dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan Daerah,dengan tidak 
mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya. 
b) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis 
kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. 
c) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD 
yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan 
tugas masing-masing. 
d) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD. 
e) Member saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan. 
f) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus. 
g) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan 
Musyawarah. 
3. Komisi 
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan 
dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Dalam malaksanakan 
kegiatan, tugasnya komosi-komisi DPRD Kabupaten Bima  terbagi dalam 4 
komisi dan menentukan pembidangan kerja sebagai berikut:65 
a) Komisi I : (Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik) membidangi 
pemerintahan, kependudukan, hukum, kepegawaian, penerangan,pertanahan, 
pelayanan publik, kelembagaan, perijinan, hankamtibmas, statistik, politik. 
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b) Komisi II : (bidang perekonomian dan keuangan) membidangi perindag, 
perkoperasian, pertanian, perikanan dan kelautan, pengadaan pangan dan 
logistik, perkebunan, kehutanan dan kepariwisataan, perpajakan, retribusi, 
BUMD, keuangan, perbankan, dunia usaha penanaman modal, dan sumbangan 
pihak ketiga. 
c) Komisi III : (Bidang Perencanaan dan Lingkungan Hidup ) membidangi, 
pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, keciptakaryaan, kebinamargaan, 
pengairan, tata kota, kebersihan, perhubungan, pertambangan , energi, 
perumahan rakyat dan lingkungan hidup. 
d) Komis IV : (Bidang Kesejahteraan Masyarakat) membidangi ketenagakerjaan, 
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan, keolahragaan, 
pramuka, keagamaan, sosial budaya, kesehatan dan KB, pemberdayaan 
perempuan.66 
Adapun Tugas dari komisi adalah sebagai berikut: 
(1) Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan Daerah dan 
rancangan keputusan DPRD. 
(3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan 
APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi. 
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(4) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah 
yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD 
(5) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat.  
(6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.  
(7) Melakukan kunjungan kerja yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan 
DPRD.  
(8) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.  
(9) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 
lingkup bidang tugas masing-masing komisi. 
(10) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil 
pelaksanaan tugas komisi.67 
4. Badan Legislagi Daerah 
Badan legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang 
bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan 
keanggotaan badan legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa 
keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang dengan jumlah anngota 
ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah 
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Adapun Tugas dari Badan Legislasi Daerah adalah sebagai berikut: 
a) Menyusun rancangan program legislasi Daerah yang memuat daftar urutan 
dan prioritas rancangan peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun 
anggaran dilingkungan DPRD. 
b) Koordinasi penysunan program dapat legislasi Daerah antara DPRD dan 
pemerintah Daerah. 
c) Menyiapkan rancangan peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program 
prioritas yang telah ditetapkan.68 
d) Melakukan pengharmonisasian,pembulatan dan pemantapan konsepsi 
rancangan peraturan Daerah yang diajukan anggota,komisi dan/atau gabungan 
komisi sebelum rancangan peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada 
pimpinan DPRD. 
e) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan Daerah yang 
diajukan oleh anggota,komisi dan/atau gabungan komisi,di luar prioritas 
rancangan peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi Daerah. 
f) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan 
materi muatan rancangan peraturan Daerah melelui koordinasi dengan komisi 
dan/atau panitia khusus. 
g) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan 
Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah. 
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h) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang 
sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan 
oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. 
5. Badan anggaran 
Badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat 
tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anngota 
badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan 
mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 
½ dari jumlah anggota. 69 
Adapun Tugas dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bima adalah 
sebagai berikut: 
a) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada 
Bupati Bima dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah paling lambat lima bulan sebelum ditetapkannya APBD.  
b) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi 
terkait untuk memperoleh masukan dalam rangaka pembahasan rancangan 
kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara. 
c) Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan 
rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan 
peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD . 
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d)  Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan 
rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur bersama tim anggaran pemerintah 
Daerah 
e) Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah Daerah terhadap 
rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon 
anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati.  
f) Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran 
belanja DPRD. 
6. Badan Kehormatan 
Badan kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat 
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Anggota badan kehormatan dipilih 
dari anggota DPRD yang berjumlah 5 orang berdasarkan usul dari fraksi 
dengan masa tugas paling lama 2 ½ tahun. Pimpinan badan kehormatan 
terdiri atas 1 ketua dan 1 orang wakil ketuayang dipilih dari anggota Badan 
Kehormatan.70 
Adapun tugas dari badan kehormatan adalah sebagai berikut: 
a) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, 
kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga 
martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. 
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b) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap 
peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD. 
c) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan 
DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat 
d) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan,verifikasi 
dan klarifikasi. 
C. Fraksi DPRD Kabupaten Bima 
Fraksi merupakan kewajiban anggota DPRD berhimpun berdasarkan 
partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan ketentuan yaitu sekurang-
kurangnya 4 orang untuk setiap fraksi. Untuk parpol yang tidak cukup 
membentuk fraksi dapat membentuk fraksi gabungan atau bergabung dengan 
fraksi lain. 
Fraksi DPRD Kabupaten Bima terdiri dari 9 fraksi yaitu : F-PAN 7 
orang, F-GOLKAR 6 orang, F-DEMOKRAT 5 orang, F-GERINDRA 4 orang, 
F-PKS 4 orang, F-PPP 4 orang, F-HANURA 4 orang, F- PERJUANGAN 
RESTORASI 6 orang, F- BANGKIT BERSINAR 5 orang.71 
Setiap fraksi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan 
pertimbangan pada pimpinan DPRD dan mengadakan kooradinasi dalam 
menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan bidang tugas DPRD maupun 
hal-hal lain yang dianggap perlu. 
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Anggota DPRD mempunyai Pimpinan, Unsur Pimpinan DPRD terdiri 
dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua dengan masa jabatan 
selama 5 tahun. Anggota DPRD Kabupaten Bima sebelum memangku masa 
jabatannya mengucapkan sumpah/janji anggota DPRD secara bersama-sama 
yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bagi anggota yang berhalangan 
hadir, maka yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh 
Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat 
istimewa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.72 
Alat kelengkapan DPRD merupakan keseluruhan unit tugas dan 
kelengkapan organisasi yang membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagai anggota Legislatif. Adapun alat kelengkapan DPRD terdiri 
dari beberapa komponen, yaitu: pimpinan DPRD, komisi-komisi yang terdiri 
dari komisi I membidangi pemerintahan, hukum, politik. komisi II bidang 
perekonomian dan keuangan III Bidang Perencanaan dan Lingkungan Hidup, 
komisi IV Bidang Kesejahteraan Masyarakat. 
Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, 
DPRD Kabupaten Bima mempunyai unsur staf berupa pegawai pemerintah. 
Tugas pokok dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bima adalah memberikan 
pelayanan administrasi kepada anggota DPRD. Untuk melaksanakan tugas 
pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bima menyelenggarakan 
fungsinya sebagai berikut: 
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1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. 
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. 
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD. 
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yag diperlukan DPRD. 
Sedangkan fungsi, tugas dan wewenang, kewajiban serta hak DPRD 
Kabupaten Bima ditetapkan dalam undang undang nomr 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bima, adalah sebagai berikut:73 
1. Fungsi DPRD Kabupaten Bima meliputi: 
a) Fungsi Legislasi adalah fungsi DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah 
(Perda) bersama Bupati. 
b) Fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD dalam membahas dan menyetujui 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Bupat. 
c) Fungsi Pengawasan adalah fungsi DPRD dalam bentuk pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Perundang-Undangan 
lainnya. 
2. Selain itu tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bima meliputi: 
a) Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati. 
b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan Daerah 
mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati 
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c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (DPRD) 
dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya. 
d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan 
pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian. 
e) Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati 
f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap 
rencana perjanjian internasional di Daerah 
g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 
dilakukan oleh pemerintah Daerah 
h) Meminta laporan keterengan pertanggungjawaban Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah 
i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau 
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat ddan Daerah 
j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
3. DPRD Kabupaten Bima mempunyai hak sebagaiberikut: 
a) Hak interpelasi yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati 
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat 
Daerah dan Negara.74 
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b) Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap 
kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan masyarakat,Daerah dan Negara. 
c) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD sebagai lembaga untuk 
menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar 
biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya 
atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 
4. Kewajiban DPRD Kabupaten Bima Sebagai berikut: 
a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 
b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan menaati peraturan perundang-undangan lainnya. 
c) Memepertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia  
d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan 
golongan. 
e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
f) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah  
g) Menaati tata tertib dan kode etik  
h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah  
i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara 
berkala.75 
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j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat  
k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di 
Daerah pemilihannya 
D. Sekretariat DPRD Kabupaten Bima 
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk 
sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil. 
Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh 
kepala Daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis 
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD 
dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui 
sekretaris Daerah. 
Adapun tugas pokok, dan fungsi dan rincian tugas sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut: 
1. Sekretariat DPRD 
a. Tugas Pokok 
Memimpin dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, 
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta 
mengoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 
sesuai dengan kemampuan Daerah.76 
b. Fungsi 
1) Menyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 
2) Menyelnggarakan administrasi keuangan DPRD 
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3) Menyelenggarakan rapt-rapat DPRD 
4) Pengoordinasian dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah 
c. Rincian tugas DPRD 
1) Menetapkan kebijakan teknis penyusunan program kerja dan anggaran 
Sekretariat DPRD. 
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan 
mengarahkan pelaksanaan kegiatan. 
3) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat DPRD. 
4) Menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi 
kesekretariatan DPRD. 
5) Menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi keuangan 
DPRD. 
6) Mengoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh 
DPRD. 
7) Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD. 
8) Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD dan DPRD. 
9) Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran DPRD. 
10) Memfasilitasi kegiatan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.77 
11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat DPRD. 
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12) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
Sekretariat DPRD. 
13) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan. 
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Bagian Umum 
a) Tugas Pokok 
Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang tata usaha, 
perencanaan, keuangan, serta hubungan masyarakat dan protokol.  
b) Fungsi 
(1) Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, serta 
hubungan masyarakat dan protokol Sekretariat DPRD dan DPRD. 
(2) Pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD. 
(3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat 
DPRD.  
c) Rincian Tugas 
(1) Merumuskan program kerja dan anggaran Bagian Umum berdasarkan 
rangkuman rencana kegiatan Subbagian. 
(2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan 
mengarahkan pelaksanaan kegiatan.78 
(3) Mengoordinasikan penyusunan program kerja Sekretariat DPRD. 
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(4) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh 
Bagian pada Sekretariat DPRD. 
(5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 
kearsipan, perlengkapan rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan 
protokol Sekretariat DPRD dan DPRD berdasarkan ketentuan yang 
berlaku guna kelancaran tugas. 
(6) Mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan Sekretariat DPRD. 
(7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian 
Umum. 
(8) Merumuskan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan Bagian Umum. 
(9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan.79 
(10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
3. Sub Bagian Tata Usaha 
a) Tugas Poko 
Melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dibidang ketatausahaan. 
b)  Rincian Tugas 
(1) Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha. 
(2) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan. 
                                                             
79Lembaran dan arsip Sekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Bima Tahun  2014-2019 diambil oleh peneliti pada saat malakukan penelitian pada 
(tanggal 01 november  2017) 
76 
 
(3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, 
dan perlengkapan rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD. 
(4) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD sesuai dengan kebutuhan, 
anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.80 
(5) Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Sekretariat DPRD dan 
DPRD untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang 
inventaris agar dapat digunakan dengan optimal. 
(6) Membuat laporan rutin kepegawaian tentang peremajaan pegawai, Daftar 
Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian 
lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian. 
(7) Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, 
dan urusan kepegawaian lainnya. 
(8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian 
Tata Usaha. 
(9) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian 
Tata Usaha. 
(10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
(11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
4. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 
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a) Tugas Pokok 
Melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dibidang hubungan masyarakat 
dan protokol. 
b) Rincian Tugas 
(1) Menyusun program kerja dan anggaran subbagian hubungan masyarakat 
dan protokol. 
(2) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan. 
(3) Menghimpun dan menyajikan aspirasi masyarakat yang disampaikan 
kepada DPRD.81 
(4) Menyiapkan bahan dan menyebarluaskan hasil kegiatan DPRD. 
(5) Menyiapkan informasi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
(6) Memfasilitasi jadwal kegiatan DPRD. 
(7) Memfasilitasi perjalanan dinas DPRD. 
(8) Melaksanakan kegiatan keprotokoleran sekretariat DPRD dan DPRD. 
(9) Menyiapkan naskah sambutan pimpinan DPRD. 
(10) Menyiapkan pelaksanaan upacara dan penerimaan tamu. 
(11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian 
hubungan masyarakat dan protokol. 
(12) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan subbagian 
hubungan masyarakat dan protokol. 
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(13) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
(14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
5. Subbagian Rapat dan Risalah 
a) Tugas Pokok 
Melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan dan perundang-
undangan dibidang rapat dan risalah.82 
b) Rincian Tugas 
(1) Menyusun program kerja dan anggaran subbagian rapat dan risalah. 
(2) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan. 
(3) Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang rapat dan risalah. 
(4) Memfasilitasi pelaksanaan rapat DPRD. 
(5) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penunjang DPRD. 
(6) Menyusun risalah rapat paripurna serta menyusun laporan hasil rapat alat 
kelengkapan DPRD. 
(7) Menyiapkan dan memfasilitasi penyediaan tenaga ahli dalam rangka 
mendukung tugas DPRD. 
(8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian 
rapat dan risalah. 
(9) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian 
rapat dan risalah. 
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(10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
(11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
E. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Bima 
Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 
(PERDA). 
Pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah 
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah Daerah 
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Sesuai Landasan hukum pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPRD mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 334 untuk DPRD Kabupaten/ Kota, yang 
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
Daerah, dinyatakan dengan jelas bahwa DPRD mempunyai tugas dan 
wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap : 83 
1. Pelaksanaan peraturan Daerah dan perundang-undangan lainnya. 
2. Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota. 
3. Pelaksanaan anggaran dan pendapatan bekanja Daerah. 
4. Kebijakan pemerintah Daerah, dan 
5. Pelaksanaan kerjasama Internasional di Daerah.  
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Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terkait dengan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama dalam hal melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Jadi pengawasan yang 
dilakukan oleh anggota DPRD terhadap lembaga ekskutif dapat diartikan 
sebagai Suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk 
menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan 
oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan aturan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
Pengawasan terhadap pelaksanaan perda dilakukan oleh komisi-
komisi DPRD terkait sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing 
sebagai bagian dari alat kelengkapan DPRD.84 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan ketua komisi II 
DPRD Kabupaten Bima diperoleh hasil sebagai berikut : 
H. Muhammad H. Ibrahim, SE. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, 
Pukul 13.00 Wita, Tanggal 7 November 2017 menyatakan bahwa “Mekanisme 
pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu dengan cara mengadakan rapat 
kerja serta kunjungan kerja dan dijalankan menurut lending sektor SKPD 
terkait PERDA itu sendiri.” 
Ir. Surydin HAR Ketua Komisi II Bidang Keuangan dan 
Perekonomian, Pukul 12.30 Wita, Tangal 7 November 2017 menyatakan 
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bahwa “Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh tiap komisi dalam hal ini 
pengawasan yang dilakukan oleh komisi II yaitu, komisi II secara rutin 
menjadwalkan kegiatan baik raker maupun kunker diDaerah dalam rangka 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda. Melakukan sosialisasi 
ketingkat masyarakat terhadap implementasi perda yang dilakukan oleh 
ekskutif apakah perda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. Komisi II, mengawasi perda yang berkaitan langsung dengan tugas 
komisi II, diantaranya perda tentang retribusi parkir dan perda tentang investasi 
Daerah. Selain itu komisi juga melakukan pengawasan dilapangan baik 
ditingkat pelaksanan anggaran maupun ditingkat pelaksanaan perdanya, apakah 
sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan” 85 
Pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang dilakukan oleh DPRD 
dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu formal dan informal, fungsi pengawasan 
secara formal yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan dengan cara melelui 
mekanisme dan jalur-jalur resmi dalam tata pemerintahan, pengawasan ini 
dilakukan melalui rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan secara 
umum ataupun rapat dan evaluasi untuk masing-masing sektor. Sementara itu 
pengawasan secara informal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur yang 
tidak resmi, seperti misalnya dialog dengan masyarakat, kunjungan lapangan 
secara ad hoc oleh masing-masing anggota DPRD dan interaksi langsung 
dengan masyarakat terurama dalam masa-masa reses. 
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H. Muhammad H. Ibrahim, SE. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, 
Pukul 13.00 Wita, Tanggal 7 November 2017 menyatakan bahwa “Pengawasan 
yang dilakukan oleh DPRD yaitu pengawasan secra langsung atau formal, 
dengan cara memenggil atau menegur SKPD terkait apabila terjadi 
penyimpangan dilapangan dalam manjalankan suatu perda, setelah memanggil 
SKPD kemudian diadakan rapat keja dengan komisi yang berkaitan dengan 
perda yang dijalankan. Pengawasan yang kedua yaitu pengawasan secara tidak 
lansung atau informal, yaitu dengan cara menegur atau memberi laporan 
kepada SKPD terkait apabila ada indikasi permasalahan dalam paelaksanaan 
perda atau ada pengaduan langsung dari masayarakat tetapi tidak secara 
formal”86 
Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD 
Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :  
1. Rapat kerja komisi dengan satuan kerja pemerintah Daerah (SKPD. 
2. Kegiatan kunjungan kerja (Kunker). 
3. Rapat dengar pendapat,Pandangan umum fraksi-fraksi. 
4. Pengaduan masyarakat 
Selain itu Fungsi pengawasan dapat diselaraskan tujuannya, antara 
lain dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan,sehingga mekanisme 
check and balances dapat berjalan secara efektif. 
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2. Optimalisasi pengawasan sehingga dapat memberikan kontribusi pada 
pengelolaan pemerintahan Daerah. 
3. Penyusunan agenda pengawasan DPRD. 
4. Penyusunan standar,sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD. 
5. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam 
proses pengawasan dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat 
berjalan efektif sebagai salah satu alat pengawasan.87 
Berdasarkan pada hasil wawancara yang penulis lakukan pada saat 
penelitian, Sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yang diantaranya 
adalah fungsi pengawasan, maka DPRD telah merencanakan sebuah rencana 
kerja untuk memudahkan para anggotanya dalam melakukan tugas serta 
kewajibannya, tujuan dari fungsi pengawasan itu sendiri yakni bertujuan untuk 
melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas ekskutif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran yang diharapkan 
yaitu dapat terhimpunnya data yang akurat tentang pelaksanaan peraturan 
Daerah. Bentuk kegiatannya diantaranya adalah, tinjauan penelitian dan 
penyelidikan kasus yang terjadi dilapangan, kunjungan kerja komisi, 
kunjungan kerja badan kehormatan, kunjungan kerja AKD, rapat kerja dan 
dengar pendapat dan rapat-rapat unsur pimpinan, komisi, gabungan komisi, 
serta alat kelengkapan DPRD lainnya, Melalui cara-cara sebagai brikut: 
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1. Mengundang pejabat-pejabat dilingkungan Daerah untuk meminta 
keterangan , pendapat dan saran (hak bertanya). 
2. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari 
pejabat/ phak terkait (hak interpelasi) 
3. Meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyelidikan atau 
pemeriksaan (hak angket) 
4. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada 
pejabat yang berwenang.88 
Untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD juga dapat melakukan 
rapat dengar pendapat pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna 
DPRD mengenai suatu kebijakan pemerintah Daerah apakah perlu diambil 
tindakan ataukah tidak. Setelah melelui beberapa tahapan dalam melakukan 
pengawasan, maka DPRD dapat mengetahui apakah Pertauran Derah tersebut 
sudah dijalankan sesuai dengan peraturan apa tidak, jika sesuai maka perda 
tersebut dapat diteruskan dan jika ada permasalahan maka DPRD dapat 
memanggil pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang terkait dengan perda 
itu untuk diadakan Rapat Dengar Pendapat dalam rapat paripurna dengan 
keputusannya antara lain berupa saran, teguran, rekomendasi untuk SKPD 
terkait agar dapat menjalankan perda dengan baik sesuai dengan peraturan 
yang sudah ditetapkan. 
Mengenai suatu perda apakah sudah dijalankan sesuai peraturan atau 
tidak, selain DPRD melakukan rapat kerja dan kunjungan kerja, DPRD juga 
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dapat mengetahuinya dari partisipasi masyarakat, baik berupa melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat langsung terhadap pelaksanaan perda apakah 
sudah sesuai apa belum, serta juga dari pengaduan masyarakat secara langsung 
tentang pelaksanaan perda itu, apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait 
dengan perda yang belum dijalankan belum sesuai dengan peraturan maka dari 
situ DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap perda tersebut, adapun 
langkah-langkahnya tetap sama seperti bagan diatas, jadi mekanisme 
pengawasannya itu selain dari inisiatif DPRD sendiri juga berdasarkan atas 
laporan/pengaduan langsung dari masyarakat.89 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia setelah amandemen, pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui 
otonomi luas, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Harus 
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dibarengi juga dengan sebuah tindakan pengawasan yang baik. Baik 
pengawasan dari pihak ekskutif maupun legislatif. 
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah, dimana dalam Pasal 24 ayat (5) secara jelas mengatur 
adanya pemilihan Kepala Daerah langsung, menjadikan kedudukan Kepala 
Daerah menjadi lebih otonom dalam konteks hubungannya dengan lembaga 
legislatif. Kepala Daerah dan DPRD justru menjadi mitra yang strategis 
didalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.90 
Kedua aktor utama inilah yang diharapkan mampu berperan besar 
untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance). Artinya, 
bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus memenuhi akuntabilitas 
publik, sehingga diperlukan sebuah fungsi pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah tersebut, fungsi inilah yang diperankan 
oleh DPRD, sesuai dengan hahikatnya sebagai sebuah lembaga legislalif yang 
mempunyai tiga fungsi pokok, yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan 
fungsi pengawasan. 
Dalam sebuah sistem organisasi, fungsi pengawasan dilakukan demi 
meraih dua aspek tujuan. Pertama, aspek akuntabilitas, yakni fungsi 
pengawasan akan memberi jaminan bahwa proses penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah dilaksanan sesuai dengan etika dan aturan hukum, dalam 
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rangka memenuhi rasa keadilan. Kedua, aspek proses belajar, yakni proses 
pengawasan akan memberikan aspek informasi tentang dampak, baik dari 
program maupun intervensi yang dilakukan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah, sehinnga pengambil keputusan dapat belajar tentang 
bagaimana menciptakan program yang efektif.91 
Unsur penting dalam pengefektivan fungsi pengawasan oleh DPRD 
adalah batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas. Kedua hal itu harus 
disepakati dan ditentukan sebagai agenda DPRD. Usulan dapat disampaikan 
oleh anggota, alat kelengkapan DPRD atau bahkan fraksi. Tetapi penting untuk 
ditekankan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh DPRD haruslah merupakan 
bagian dari agenda. Oleh karena itu, persiapan oleh anggota, alat kelengkapan 
DPRD atau panitia-panitia khusus yang dibentuk untuk melakukan agenda 
pengawasan tertentu sangatlah diperlukan. Dengan adanya rancangan 
pengawasan yang sistematis, DPRD akan dapat dengan mudah 
memepertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan. Orientasi utama 
pengawasan DPRD dapat dijaga dan diarahkan pada pemenuhan akuntabilitas 
politik kebijakan pemerintah dan pembangunan yang berlangsung di Daerah. 
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD mempunyai tugas dan 
wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan 
peraturan perundang-undangan lainya, peraturan kepala Daerah, APBD, 
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kebijakan pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan 
kerja sama internasional di Daerah. 
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk 
mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan 
Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta mengembangkan 
ceck and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif demi mewujudkan 
keadilan dan kesejahteraan rakyat.92 
Sasaran utama pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 
DPRD secara umum adalah bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, 
terutama dari lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan 
kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan diDaerah. Sistem 
akuntabilitas atau tanggung gugat diDaerah akan menjadi efektif, karena proses 
dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD akan memungkinkan 
lembaga-lembaga publik diggat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah 
publik. 
DPRD Kabupaten Bima sebagai lembaga legislatif Daerah yang 
mempunyai tiga pokok fungsi, diantaranya fungsi pengawasan, yaitu 
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang dilaksanakan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Fungsi 
pengawasan merupakan salah satu manajemen fungsi untuk menjamin 
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pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan 
serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.93 
Fungsi pengawasan merupakan suatu peringatan dini (early warning 
system), untuk mengawal kebijakan mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan 
bagi pelaksana fungsi pengawasan,tugas ini merupakan tugas mulia untuk 
memberikan telaahan dan saran,berupa tindakan dan perbaikan. 
Hal tersebut diwujudkan dalam hubungan antar instansi pemerintah, 
antara instansi pemerintah dengan legislatif, antara instansi pemerintah dengan 
masyarakat, dengan menghindari terjadinya tumpang tindih peran. Hal tersebut 
adalah sebagai prasyarat penerapan good governance adalah adanya 
pemerintah yang bersih (clean government). 
F. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang DPRD Kabupaten Bima Dalam Melakukan Pengawasan 
Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bima 
yang mengacu pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 sangat 
dimungkinkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD sebagai 
mitra Pemerintah Daerah ada banyak faktor yang menjadi penghambat 
jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam malakukan fungsi 
pengawasan terhadap pelaksanaan perda. Pelaksanaan fungsi pengawasan 
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bukanlah hal yang mudah, pada dasarnya pengawasan melibatkan dua belah 
pihak : yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi.94 
Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Bima, diperoleh hasil sebagai berikut : 
Murni Suciyanti selaku ketua DPRD Kabupaten Bima, Pukul 10.00 
Wita, Tanggal 10 November 2017 menyatakan bahwa Permasalahan tingkat 
pengalaman organisasi dari anggota DPRD Kabupaten Bima turut 
mempengaruhi jalannya pelaksanaan fungsi pengawasan.Tenaga ahli yang 
dimiliki oleh DPRD Kabupaten Bima dirasa belum mencukupi kebutuhan 
DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD sebagai salah satu unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah membutuhkan sumber daya manusia yang 
cakap,handal dan professional. 
Murni Suciyanti melanjutkan pernyataannya bahwa Adanya 
perbedaan pandangan dalam suatu penyampaian yang dilatarbelakangi 
kepentingan politik tertentu dalam mengkritisi kebijakan kepala Daerah,hal ini 
sangat mempengaruhi kinerja dan kerjasama anggota DPRD Kabupaten Bima. 
Akibat adanya perbedaan kepentingan politik inilah yang menyebabkan kinerja 
anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan kurang optimal. 
Menurut bapak AHMAD HM. SALAH pada saat di wawancarai 
diruangannya pada pukul 11.30 tanggal 10 november 2017 menyatakan bahwa 
terjadinya hambatan hambat dalam proses kegiatan pengawasan di karenakan 
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Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dari pemerintah pusat 
sering menimbulkan kesulitan bagi DPRD Kabupaten Bima. Hal ini 
mengakibatkan kebingungan dari anggota DPRD sendiri dalam 
memberlakukan suatu kebijakan, karena belum ada petunjuk pelaksanaan serta 
petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai suatu kebijakan yang 
dikeluarkan. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
faktor-faktor yang menghambat jalannya penggunaan fungsi pengawasan 
DPRD Kabupaten Bima diantaranya ada dua faktor, yaitu faktor internal 
DPRD sendiri dan faktor eksternal.95 
Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya penggunaan 
fungsi pengawasan antara lain: 
1. Factor internal DPRD kabupaten bima 
a. Kurangnya pemahaman para anggota DPRD akan batasan-batasan dan ruang 
lingkup fungsi pengawasan. 
Kurangnya pemahaman tentang batasan dan ruang lingkup dalam 
pengawasan akan memunculkan keengganan DPRD untuk melakukan 
pengawasan secara serius, sistematis dan kontinyu. Sementara rendahnya 
pemahaman tentang fungsi pengawasan di pihak ekskutif dapat memunculkan 
sikap selalu merasa terancam atas pengamatan, supervisi maupun evaluasi yang 
dilakukan oleh pihak legislatif. 
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b. Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD. 
Di dalam Negara demokrasi perbedaan pendapat adalah hal yang 
wajar terjadi. Namun hendaknya perbedaan pendapat tersebut seharusnya 
tidaklah mempengaruhi kekompakan dan keutuhan yang sudah terjalin, apabila 
kekompakan sudah terganggu maka akan sulit untuk dapat bekerja secara 
optimal.96 
DPRD Kabupaten Bima merupakan lembaga perwakilan rakyat 
daeran yang anggotanya berasal dari latar belakang politik yang berbeda-beda. 
Dengan perbedaan tersebut, selama ini dalam penyampaian sering terjadi 
perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu. Hal ini 
tentu saja dapat mempengaruhi kinerja anggota DPRD Kabupaten Bima 
khususnya dalam bidang fungsi pengawasan. 
c. Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. 
Sumberdaya yang terbatas, lebih berkaitan pada rendahnya kualitas 
anggota DPRD dan rendahnya insentif yang dapat diperoleh anggota DPRD 
dalam menjalankan fungsi pengawasan. Rendahnya kualitas anggota DPRD 
dapat mendorong munculnya sikap inferior dikalangan legislatif terhadap pihak 
ekskutif atau Pemerintah Daerah, lebih mampu untuk merancang, menjalankan 
dan mengevaluasi sebuah kebijakan, program atau proyek dengan alasan 
pengalaman atau memiliki kapasitas kemampuan teknis yang lebih baik 
dibandingkan dengan mereka. 
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Printing 2009), h. 20 
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2. Factor eksternal DPRD kabupaten bima 
a. Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai. 
Tidak tersedianya jaringan yang memadai membuat anggota DPRD 
sering tidak mau mengambil resiko untuk melakukan pengawasan. Sebab 
mereka berpikir atau khawatir kegiatan pengawasan dapat membahayakan 
posisi mereka atau kelompok mereka dalam pemilihan umum pada periode 
mendatang. Kecenderungan seperti ini dapat memunculkan adanya deal politik 
yang saling menguntungkan antara pihak ekskutif dengan pihak legislatif. 
Pihak ekskutif akan merasa diuntungkan dan tak terganggu dengan 
pengawasan yang tidak serius. Sementara pihak legislatif biasanya akan merasa 
diuntungkan dengan berbagai dukungan ekonomi atau politik yang dapat 
mengamankan posisi mereka.97 
b. Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah. 
Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang sering berubah 
oleh pemerintah pusat menimbulkan kesulitan besar bagi anggota DPRD 
Kabupaten Bima dalam merumuskan kebijakan sebagai dasar hukum 
pelaksanaan Undang-Undang. Dampak lain yang terjadi yaitu kebimbangan 
dari anggota DPRD untuk memberlakukan suatu kebijakan atas peraturan yang 
baru, karena belum ada petunjuk pelaksanaan maupun teknis dari peratuaran 
yang baru dikeluarkan. 
 
                                                             
97I Ketut. P. Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD. (Jakarta: Subur 
Printing 2009), h. 21 
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c. Lemahnya penegakan hukum. 
Penegakan hukum juga berkontribusi pada efektivitas fungsi 
pengawasan DPRD. Selama penegakan hukum belum bisa diterapkan, fungsi 
pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak akan berjalan dengan baik. Hal 
ini mendorong perlunya sebuah jaringan kerjasama pengawasan antara 
lembaga legislatif dengan lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.98 
G. Bagaimana upaya Untuk Mengatasi Hambatan Yang Timbul Dalam 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Bima Dalam 
Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 
DPRD Kabupaten Bima sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah 
sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dituntut memiliki 
sumber daya manusia yang handal, cakap dan profesional dalam bidangnya 
masing-masing. Untuk dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsinya secara 
optimal dalam bidang fungsi pengawasan maka DPRD melakukan beberapa 
upaya. 
Agar dapat menjalankan tugas dengan baik maka ada beberapa aturan 
tentang pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh lembaga 
legislatif diantaranya adalah tentang pelaksanaan tugas kelompok pakar atau 
tim ahli seperti yang telah diatur dalam tatib DPRD kabupaten bima. 
                                                             
98I Ketut. P. Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD. (Jakarta: Subur 
Printing 2009), h. 20 
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Selain berpedoman pada tatib diatas untuk mengatasi permasalahan 
yang timbul pada saat melakukan tugas dan wewengang terutama dalam hal 
pelaksanaan perda maka DPRD melakukan langkah-langkag sebagai berikut.99 
Terkait dengan kurangnya pemahaman para anggota DPRD dalam 
melakukan pengawasan serta sumber daya yang terbatas pada masing-masing 
anggota DPRD maka Sekretariat DPRD melakukak penyediaan tenaga ahli 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD, tenaga ahli 
dapat diambil dari perguruan tinggi yang sesuai dalam bidangnya. 
Untuk peraturan yang cenderung berubah-ubah ini dapat dimaklumi 
karena karena perubahan Undang-undang pada dasarnya merupakan produk 
hukum sebagai reaksi dari pembaharuan produk hukum yang lama agar sesuai 
dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada sat ini. Untuk mangatasi 
terkait dengan tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai maka 
DPRD membuat jaringan kerjasama antara lembaga-lembaga yang melakukan 
pengawasan agar dapat melakukan pengawasan secara bersinergi. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekwan DPRD Kabupaten 
Bima diperoleh hasil sebagai berikut : 
Kabak hukum dan perundang-undangan sekwa bapak Drs. H. 
Supratman AS, M.Si mengatakan bahwa“Dalam rangka meningkatkan 
pengetahuan dalam bidang fungsi pengawasan maka DPRD Kabupaten Bima 
melakukan beberapa upaya,diantaranya adalah meningkatkan jaringan kerja 
                                                             
99Drs. H. Supratman AS, M.Si di ruangannya  pada tanggal 23 november 2017 pukul 13.00 
wita Raba Bima 
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sama antara lembaga legislatif dengan lembaga ekskutif maupun yudikatif, 
diantaranya adalah dengan cara melakukan bimbingan teknis dengan cara 
mengirimkan anngota DPRD dan staf dari sekda untuk mengikuti bimbingan 
teknis dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas, mengadakan worksop, 
seminar studi banding.” “Dalam rangka meningkatkan kinerja fungsi DPRD, 
sekwan memfasilitasi penyediaan anggaran, sarana prasarana termasuk 
didalamnya fasilitas rapat kerja dari masing-masing komisi untk melaksanakan 
fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda, memfasilitasi penyampaian 
aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD”.100 
Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa DPRD 
Kabupaten Bima telah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan 
pengetahuan khususnya dalam bidang fungsi pengawasan, diantaranya adalah, 
pertama, Sekretariat DPRD memberikan penyediaan berupa tenaga ahli dalam 
rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang dalam melakukan 
pengawasan, tenaga dapat diambilkan dari perguruan tinggi, baik perguruan 
tinggi negeri maupun swasta. Selanjutnya Sekretariat DPRD mengirimkan 
anggota DPRD dan staf dari sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, 
seminar, worksop, studi banding dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas. 
Kedua, DPRD mengadakan kerja sama antara lembaga eksekutif bahkan 
yudikatif agar dapat tercipta kerjasama yang baik, sehingga dapat menjalankan 
tugas dan wewenangnya secara bersinergi dan lebih optimal, selanjutnya dalam 
rangka meningkatkan kinerja fungsi DPRD sekwan memfasilitasi penyediaan 
                                                             
100Drs. H. Supratman AS, M.Si di ruangannya  pada tanggal 23 november 2017 pukul 
13.00 wita  
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anggaran, sarana prasarana termasuk didalamnya fasilitas rapat kerja dari 
masing-masing komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 
pelaksanaan perda, memfasilitasi penyampaian aspirasi dari masyarakat yang 
disampaikan kepada DPRD. Hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan 
anggota DPRD Kabupaten Bima dalam manjalankan fungsi serta tugas dan 



















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penyusun dapat 
menyimpulakan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bima dalam melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan perda. 
Dengan segala kekurangan dan kelebihannya pada dasarnya DPRD 
Kabupaten Bima telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 
upaya DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda yang 
secara rutin pada tiap-tiap komisi selalu menjadwalkan baik raker maupun 
kunker dalam hal pelaksanaan perda guna mengetahui apakah perda sudah 
dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau belum, selain itu 
untuk menambah pengetahuan dari anngotanya terutama dalam hal 
pengawasan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bima mengirimkan para anggota 
dewan serta staf dari skretariat dewan untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan 
teknis dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas. 
2. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang 
dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda, antara lain: 
a) Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang 
lingkup fungsi pengawasan. 
b) Ketidak samaan persepsi diantara anggota DPRD 
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c) Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan, 
d) Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai 
e) Peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah, 
f) Lemahnya penegakan hukum. 
3. Cara-cara yang ditempuh oleh DPRD Kabupaten Bima untuk mengatasi 
hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD 
Kabupaten Bma dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
peraturan Daerah, diantaranya dengan, pertama, Sekretariat DPRD 
mengirimkan anggota DPRD dan staf dari sekwan untuk mengikuti 
bimbingan teknis, seminar, workshop, studi banding dalam rangka orientasi 
dan pendalaman tugas. Kedua, DPRD juga mengadakan kerja sama dengan 
lembaga ekskutif dan yudikatif agar dapat tercipta sebuah kerjasama yang 
baik, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara bersinergi dan lebih 
optimal. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penyusun dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bima 
dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda harus segera 
diupayakan jalan keluarnya agar dapat menjalankan pengawasn secara 
efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia anggota DPRD Kabupaten Bima. 
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2. Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam hal 
pengawasan pelaksanaan perda dengan baik sehingga tercipta sistem 
pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka 
upaya yang dapat dilakukan antara lain :  
a) Perlu adanya fasilitator atau semacam staf ahli khususnya dalam bidang 
pengawasan. 
b) Mengintensifkan bimbingan teknis dalam bidang fungsi pengawasan.  
3. Meningkatkan kemampuan legal drafting, Fungsi legislasi dijalankan DPRD 
dalam bentuk pembuatan kebijakan bersama-sama dengan kepala Daerah, 
apakah itu dalam bentuk peraturan Daerah atau rencana strategis lainnya. 
Sebagai unsur pemerintahan Daerah, DPRD tidak hanya membuat peraturan 
Daerah bersama-sama dengan eksekutif akan tetapi juga mengawasi 
pelaksanaannya. Untuk menjaga adanya kemitraan yang seimbang (check 
and balances), maka anggota dewan perlu memahami dan menguasai 
kemampuan legal drafting. Hal ini penting karena pada umumnya di pihak 
eksekutif kemampuan seperti ini telah terorganisasi dan terbina dengan baik 
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu. 
4. Kominikasi antar alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bima harus 
ditingkatkan sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan 
pengawasan terhadap peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik. 
5. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan,diantaranya yang 
dapat dilakukan adalah dengan membentuk perda yang aspiratif dan 
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